
Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembarun Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia

dalam hur uf a, periu rnenetapkan Pef8tt.ln.t~~ Menteri

Perhubungan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi serta
Pclaporan Kcuangan Berbasis .Akrual di Lingkungan

Kcmcriterian Perhubungan.

a. bahwa dalarn rangka pencrapan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah pusat sCSU2.i Staridar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual scbagai.nana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nornor 71 Talrun 2010

tentang Stan dar Akuntansi Pemerinrahari, perlu diatur

kembali ketentuan mengenai Sistern dan Prosedur

Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Ikrbasis Akrual di

Lingkungan Kernenterian Perhubungan;

b. bahwa bcrda sarkan pertimbangan scbagaiman.i dimaksud

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 21 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS

AI<RUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PElxhUBUNGAN

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang

Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

9. Peraturan Mentcri Keuangan Republik Indonesia Nomor

238jPMK.05j2011 tentang Pedoman Umum Sistem

Akuntansi Pemcrintahan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 899) ;
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MEMUTUSKAN:

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SERTA

PELAPORAN KEUANGANBERBASIS AKRUALDI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1617);

II.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013

tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);

13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK05/2014

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ PMK 06/2014

ten tang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian

Negare./Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK05/20 15

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844).
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta

penyajian laporan;

2. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK

adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan

digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku

besar, dan / atau data lainnya;

3. Aset adalah sumber daya ekonomi yg dikuasai darr/ atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dad mana manfaat ekonomi darr/atau

sosial di mas a depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-surnber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

4. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset

nonlancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama

dengan pihak ketiga (kemitraan);

5. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

berupa kas dan setara kas;

6. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki un tuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual;

BABI

KETENTUAN UMUM
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menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor I satuan kerja

Kementerian NegarajLembaga;

12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pada kantorjsatuan kerja Kementerian NegarajLembaga;

13. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya discbut

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai;

14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan

dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi;

menyetorkan,menyimpan,menerima,untuk

7. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum;

8. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

9. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar;

10. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas

menenma, menyimpan, membayar dan / atau

menyerahkan uang atau surat berharga atau barang­

barang negara;

11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk
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15. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah;

16. Entitas Akuntansi di lingkungan Kementerian

Perhubungan adalah unit Pemerintahan yang wajib

menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan, sehubungan dengan anggaran Zbarang

yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas

pelaporan;

17. Entitas Pelaporan di lingkungan Kementerian

Perhubungan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan;

18. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah;

20. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya

disebut Kuasa PAlB adalah pejabat yang memperoleh

kewenangan dan tanggung jawab dari PA/B untuk

menggunakan anggaran dan mengelola barang yang

dikuasakan kepadanya;

21. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas

Laporan Keuangan;

22. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas

dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintah dalam satu periode pelaporan;
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menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan

dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam suatu

periode tertentu;

25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan pemerintah yaitu Aset, Hutang dan Ekuitas

pada tanggal tertentu;

26. Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat

PA/B adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung

jawab atas penggunaan anggaran dan pengelolaan barang

pada Kementerian Negara/Lernbaga yang bersangkutan;

27. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan, perigikhtisaran dan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pemerintah;

28. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang

selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi

instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan

pelaporan tingkat Kantor I Satuan Kerja;

29. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran, yang

selanjutnya disebut UAPPA, adalah unit akuntansi

instansi pada tingkat Kementerian yang melakukan

kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun

barang seluruh UAPPA-EIyang berada dibawahnya. Biro

Keuangan dan Perlengkapan bertindak sebagai UAPA

Kementerian Pcrhubungan;

23. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya;

24. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
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Pasa13

(1) Kementerian Perhubungan wajib menyelenggarakan Sistem

Akuntansi Instansi (SAl) untuk menghasilkan laporan

keuangan.

(2) SAl diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat Satker

sampai tingkat Kementerian.

(3) SAl meliputi :

a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

b. Akuntansi dan Pelaporan BMN.

Bagian Kesatu

Sistem Akuritan si dan Pelaporan Keuangan

BABIII

PEDOMANPENYUSUNANDANPENYAMPAIANLAPORAN

KEUANGANBERBASIS AKRUAL

Pasal2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai :

(1) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

(2) Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Sistem

Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

BAB II

RUANGLINGKUP

penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang

seluruh UAKPAyang berada dalam wilayah kerjanya.

yang kegiatanmelakukaninstansiakuntansi

30. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya, yang selanjutnya disebut UAPPA­

PTM, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan

kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan rnaupun

barang seluruh UAPPA-W yang berada dalam wilayah

kerjanya;

31. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah,

yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit
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Pasa16

(1) Dalarn rangka meyakinkan keandalan data dalam

penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi.

Bagian Keernpat

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan

Pasal5

Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan

Keuangan Kernenterian adalah semua dokumen sumber yang

berguna dalam rangka penyajian dan pengungkapan Laporan

Keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Dokumen Sumber Laporan Keuangan

Pasa14

(1)Dalam rangka penyelenggaraan SAL secara berjenjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kementerian

wajib membcntuk unit akuntansi dan pelaporan

kcuangan/barang yang terdiri atas:

a. UAKPA/B;

b. UAPPA/B-W;

c. UAPPA/B- PTM;dan

d. UAPA/B.

(2)Pengelola Akuntansi dan barang dalam Unit Akuntansi

sebagaimana pada ayat (1) diberikan honorium sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/Barang

(4) SAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk

memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi

lainnya.

(5) Pcmrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dcngan menggunakan Sistem Aplikasi

Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan

Laporan Barang tingkat Kementerian.
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Pasal7

(1) Laporan Keuangan Kerncnterian terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Operasional; dan

Bagian Kelima

Pelaporan dan Penyajian Data Laporan Keuangan

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:

a. Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan

dan unit pelaporan barang pada Pengguna

Anggaran / Pengguna Barang;

b. Rekonsiliasi internal antara UAKPAdengan bendahara

pengeluaran/bendahara penerimaan Satker;

c. Rekonsiliasi pelaporan keuangan an tara Pengguna

Anggaran dengan BUN;

d. Rekonsiliasi pelaporan barang an tara Pengguna Barang

dengan Pengelola Barang.

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilaksanakan secara berjenjang antara:

a. UAKPA dengan UAKPB, sebelum Laporan Keuangan

disampaikan kepada KPPNdan UAPPA-W;

b. UAKPA dengan UAKPB dengan jenis kewenangan

Kantor pusat, sebelum Laporan Keuangan disampaikan

kepada KPPNdan UAPPA-PTM;

c. UAPPA-W dengan UAPPB-W, sebelum Laporan

Keuangan disampaikan kepada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan UAPPA-PTM;

d. UAPPA-PTM dengan UAPPB-PTM sebelum Laporan

Keuangan disarnpaikan ke UAPA;dan

e. UAPA dengan UAPB, sebelum Laporan Keuangan

disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di

bendahara pcngeluaran Zbendahara penerimaan di Neraca.
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Pasa19

(1) Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian.

(2) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran Laporan

Keuangan Kementerian.

(3) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas:

a. LRA/Laporan Opcrasional;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas (LAK);

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

e. CaLK.

Pasa18

(1) Kantor /Batker di Lingkungan Kementerian Perhubungan

yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU

wajib menyusun Laporan Keuangan.

(2) Akuntansi dan Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan

berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan sesuai Sistem

Akuntansi masing-masing Satker BLU yang ditetapkan

oleh Menteri Perhubungan.

(3) Akuntansi dan pelaporan keuangan BLU untuk tujuan

konsolidasi dalam Laporan Keuangan Kementerian

diselenggarakan berdasarkan SAP.

(4) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), KantorjSatker yang

menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU

bertindak selaku UAKPAjUAKPB.

Bagian Keenam

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

d. Laporan Perubahan Ekuitas.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)

disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

untuk periode semester I dan tahunan.
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Pasal 10

(1) Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPAjB,

UAPPAjB-W, UAPPAjB-PTM dan UAPA/B diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan disampaikan secara berjenjang

sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Laporan Keuangan wajib disertai dengan Pernyataan

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala

Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran.

c. UAPAjB wajib menyampaikan Laporan Keuangan

kepada Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan sebanyak 2 (dua) rangkap.

(2) Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan serta

Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan

Kementerian Perhubungan secara berjenjang tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Laporan Keuangan

(4) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan SAP

dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian.

(5) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) terdiri atas:

a. LRA;

b. Laporan Operasional;

c. Neraca;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Laporan Saldo Anggaran Lebih;

f. Laporan Arus Kas; dan

g. CaLK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan

keuangan BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
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Pasal 11

(I) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan dalam Laporan Keuangan wajib dilakukan reviu

atas Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I, Triwulan III

dan Tahunan.

(2) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini lnspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan.

(3) Pelaksanaan revru oleh aparat pengawasan intern

Pemerintah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur mengenai Standar Reviu atas Laporan

Keuangan.

(4) Hasil reviu atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dan ayat (3) dituangkan ke dalam Pernyataan

Telah Direviu.

(5) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilampirkan pada Laporan Keuangan Entitas

Pelaporan semesteran dan tahunan.

(6) Bentuk dan lsi Pernyataan Telah Direviu sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mengikuti format dalam Pedoman

Penatausahaan Sistem Akuntansi dan Pelapcran Keuangan

Berbasis Akrual Kementerian Perhubungan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan

Reviu atas Laporan Keuangan

(3) UAKPA/B, UAPPA/B-W, UAPPA/B-PTM dan UAPA/B yang

menyampaikan laporan keuangan melebihi batas waktu

sebagaimana ayat (2) akan dikenai sanksi administratif

sesuai ketentuan yang berlaku.
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Pasal 13

Penyusunan dan penyarnpaian Laporan Keuangan

dilaksanakan SCSUal dcngan Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

111.1.

Bagian Kesepuluh

Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan

Pasal 12

(1) Menteri / Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran membuat pernyataan tanggung jawab atas

Laporan Keuangan yang disampaikan.

(2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga disusun oleh penanggung jawab Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah

dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa

pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan

sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi

keuangan telah disusun sesuai dengan SAP.

(4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diberikan paragraf penjelas atas suatu

kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

(5) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pad a ayat (2) dibuat sesuai format pada

Lampiran I dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan

Pernyataan Tanggung Jawab
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Pasal 17

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri iru mulai berlaku, Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM 04 Tahun 2009 tentang

Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan dan semua ketentuan

mengenai pelaksanaannya yang bertentangan dengan

Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (3), dilaksanakan dalam bentuk teguran tertulis .

(2) Pemberian sanksi tidak membebaskan UAKPAjUAKPB dan

UAPPA-WjUAPPB-W dari kewajiban menyampaikan

Laporan Keuangan, laporan BMN, dan melakukan

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri ini.

BABV

SANKSI

Pasal 14

Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan SAIBA

dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan

Laporan Keuangan SAIBA sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BABIV

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNANLAPORANKEUANGAN

SAIBA
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Scdangkan Unit Akuntansi dan Pelaporari BMN, terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pclaporan Kuasa Pcngguna Barang (UAKPB) yang
bcrada pada tingkat Satuan Kcrja;

2. Unit Akuntansi dan Pclaporan Pcmbantu Pcngguna Barang Wilayah
(UAPPB-W)yang berada pada tingkat wilayah;

Unit Akuntansi dan Pelaporan Kcuangan, tcrdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pclaporan Kcuangan Kuasa Pcngguna Anggaran
(UAKPA)yang berada pada tingkat satuan kcrja;

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kcuangan Pcmbantu Pcngguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W)yang berada pada tingkat wilayah;

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kcuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (UAPPA-PTM)yang berada pada tingkat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan

4. Unit Akuntansi dan Pclaporan Kcuangan Pcngguna Anggaran (UAPA)yang
bcrada pada tingkat Kcmcntcrian Perhubungan.

Sistcm Akuntansi dan Pclaporan Kcuangan Instansi mcrupakan proscdur

dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pad a lingkup Kcmcnterian

Pcrhubungan yang dalam pclaksanaannya mcmproscs transaksi kcuangan,

barang, dan transaksi lainnya untuk mcnghasilkan Laporan Keuangan yang

dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Kcuangan.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi dan

Pclaporan Kcuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara

(BMN). Pcmbcntukan kcdua unit akuntansi dan pelaporan tcrscbut

dimaksudkan agar pcnyclcnggaraan pcncatatan atas transaksi asct bcrupa

BMN tcrjadi check and balance scbagai bagian dari pcnyclcnggaraan

pcngcndalian internal di rnasing-rnasing unit akuntansi dan pclaporan pada

Kernenterian Perhubungan.

PEOOMANPENYUSUNANDANPENYAMPAIANLAPORANKEUANGAN
OI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

LAMPIRANI

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIKINDONESIA

NOMOR : PM 21 TAHUN2016

TANGGAL : 7 MARET2016
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I

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)merupakan

unit akuntansi pada tingkat Satuan Kerja yang memiliki wewenang

menguasai anggaran/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggungjawab UAKPA/B adalah Kepala Satuan Kerja.

1. Tingkat Satuan Kerja

Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangarr/Barang Milik

Negara adalah sebagai berikut :

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan akan terkait dengan sumber

daya manusia yang akan melaksanakannya. Pengendalian internal akan

berjalan maksimal apabila Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Unit

Akuntansi dan Pelaporan Barang dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda.

Namun demikian, apabila dalam Unit Akuntansi dan Pelaporan mengalami

kendala dalam jumlah sumber daya manusia, maka apabila terjadi rangkap

tugas harus dilakukan supervisi dengan ketat untuk menghindari kecurangan

dan kesalahan penyajian laporan keuangan.

Unit Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat menunjuk salah satu Satuan Kerja

sebagai UAPPA/B-W. Namun apabila Unit Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

hanya memiliki 1 (satu) kantor vertical atau tidak memiliki kantor vertikal di

daerah, maka Unit Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut tidak perlu

membentuk UAPPA/B-W, sehingga jenjang pelaporannya langsung dari

UAKPA/Bke UAPPA/B-PTM.

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan secara berjenjang disesuaikan

dengan karakteristik masing-masing Unit Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan

memperhatikan struktur organisasi Kementerian Perhubungan.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Sarang Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya (UAPPS-PTM)yang berada pada tingkat Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya; dan

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB)yang berada pada
tingkat Kementerian Perhubungan.
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sebagai beriku t:

1) Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi

keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;

2) Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPAsebagai pelaksana

sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;

UAKPADalam pelaksanaan tugas dan fungsi terse bu t,

melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini :

a. Kepala Satuan Kerja/Pejabat Yang Ditunjuk melaksanakan kegiatan

Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan

akuntansi Keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi

sebagai beriku t:

a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan;

b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala;

c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

(UAKPA)

Petugas Akuntansi Keuangan/BMN
1---------
I I

~--------:

Penanggung JawabI..-,,-..-.~

r-"_'._"_'". .

'--------- - - -- - - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

PEru GAS
KOMPUTERI

OPERATOR BMN

PErUGAS
VERIFIKASI

PETUGAS
KOMPUTERI
OPERATOR
KEUANGAN

PETUGAS
VERIFIKASI

------------------------~----------------- --------------------l
~------~------~ I

L .. _ .. _ •. _ .. _ .•

KASUBAGKEUANGANI
I PEJABATDENGANNAMALAIN
1 YANGOITUNJUKYANG

MEMBIDANGIKEUANGAN

KASUBAGUMUMI PEJABAT 1
OENGANNAMALAINYANG 1

OITUNJUKYANGMEMBIOANGI
PERlENGKAPAN

I

KEPALA SATUAN KERJA I

PEJABAT YANG DITUNJUK

-"-"-"-"-"-"-"-"_ '-"_"-"-"-"_"-"_"-"_"-"_"_"_"_"_' -I
1

1

1

I

1

I
I

1

1

....- .) -



I

b. Kasubag Keuangan / Pejabat Dengan Nama Lain yang Ditunjuk

yang membidangi keuangan melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

1) Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target

yang telah ditetapkan;

2) Memantau dan mengevaluasi pre stasi kerja para pejabatjpetugas

yang terlibat sistem akuntansi keuangan;

3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem

akuntansi keuangan dilingkup UAKPA

4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistern akuntansi keuangan;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal an tara

lapor'an barang dengan laporan keuangan;

6) Mengkoordinasikan pelaksariaan rekonsiliasi dengan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

7) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAKPAyang akan

didistribusikan;

8) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPAdan ADK.

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

4) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana

sistem akuntansi keuangan;

5) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal an tara

laporan barang dengan laporan keuangan;

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN;

8) Menelaah Laporan Keuangan UAKPA;

9) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan

didistribusikan;

10) Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA;

11) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA yang sudah

ditandatangani dan ADK ke KPPN, UAPPA-Wdan UAPPA-PTM.
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Tugas pokok penanggung jawab UAKPBadalah menyelenggarakan Aplikasi

BMNdi lingkungan satuan kerja, dcngan fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan sistem manajemen infomasi BMN;

b. Menyelenggarakan sistem akuntansi BMN;

c. Menyelenggarakan inventarisasi BMN;

d. Menyusun dan menyampaikan Laporan BMNserta jurnal transaksi BMN

secara berkala.

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

(UAKPB)

11) Verifikasi atas akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi

berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang dicatat dalam

memo penye suaran ;

12} Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku

setiap akhir tahun anggaran.

c. Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA yang terdiri dari Petugas

Komputer / Operator Keuangan dan Petugas Verifikasi melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

1) Memelihara OS dan dokumen akuntansi;

2) Membukukan/menginput OS ke dalam aplikasi sistem

akuntansi keuangan;

3) Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;

4} Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/ buku besar yang

dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan OS;

5) Melaksanakan rekonsiliasi internal an tara laporan keuangan

dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi

apabila ditemukan kesalahan;

6) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta

melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

7) Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;

8) Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan

Keuangan;

9) Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA ;

10) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA
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b. Kasubag Umum j Pejabat Dengan Nama Lain yang Ditunjuk yang

membidangi perlengkapan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Melaksanakan sistem akuntansi BMN berdasarkan target yang

telah ditetapkan;

2) Memantau dan mengevaluasi pre stasi kerja para pejabatjpetugas

yang terlibat sistem akuntansi BMN;

3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem

akuntansi BMN dilingkup UAKPB;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPB melaksanakan

kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.

Penanggungjawab UAKPB

a. Kuasa Pengguna Barang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Menunjuk dan menetapkan Petugas UAKPB;

2) Menyiapkan rencana pelaksanaan Aplikasi BMN;

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Aplikasi BMN;

4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar

sehubungan dengan pe1aksanaan sistem;

5) Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi;

7) Menelaah Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) serta

menandatangani Laporan Kondisi Barang (LKB), Kartu Inventaris

Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris

Lainnya (DIL) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna

SemesterjTahunan (LBKPSjT);

8) Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPApada setiap akhir

bulan untuk penyusunan neraca;

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan

BMN dengan Laporan Keuangan;

10)Menyampaikan LBKPSjT ke UAPPB-W atau UAPPB-PTM untuk

UAKPBPusat dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL).Untuk penyampaian LBKPTdilengkapi dengan LKB;

11) Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) kepada UAPPB-W

atau UAPPB-PTMuntuk UAKPBPusat dan ke KPKNL;

12)Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan BMN dengan

KPKNLsetiap semester;

13)Mengelola BMNsesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Petugas Aplikasi BMN pada tingkat UAKPB terdiri dari Petugas

KomputerjOperator BMNdan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

1) Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
2) Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
3) Membukukan BMNke dalam DBKPberdasarkan dokumen sumber;
4) Memberi tanda registrasi pada BMN;
5) Membuat DIR, KIB,dan DIL;
6) Menyusun jurnal transaksi BMNpada setiap akhir bulan;
7) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan

Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan
serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

8) Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB
setiap akhir tahun anggaran;

9) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap
semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

10)Menyimpan arsip data BMNdan melakukan proses tutup buku setiap

akhir tahun anggaran.

c. Petugas UAKPB

4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi BMN;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara

laporan barang dengan laporan keuangan;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

7) Meneliti dan menganalisis Laporan BMN UAKPB yang akan

didistribusikan;

8) Menyampaikan Laporan BMNUAKPBdan ADK.
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melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Kepala Kantor I Pejabat Wilayah yang Ditunjuk sebagai UAPPA-W

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi

keuangan di Iingkup UAPPA-W;

UAPPA-Wtersebut,fungsidantugaspelaksanaanDalam

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakan

akuntansi keuangan pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja

yang ditetapkan sebagai UAPPA-Wdengan fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan akuntansi keuarigan ,

b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkaia,

c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W)

Petugas Akuntansi Keuangan/BMN
1---- ----I

:--- ------:

Penanggung Jawab
- -- II . _

Keterangan :

I----------------~~------~----------------------------------------------------------~--

.,
I

I
I :

KEPALA KANTOR / PEJABAT I
WILAYAH YANG DITUNJUK I

1

I 1

1
:
1

I

KABAG KEUANGAN / KABAG UMUM / PEJABAT I
PEJABAT YANG YANG MEMBIDANGI BMN :

I MEMBIDANGI KEUANGAN YANG DITUNJUK
YANG DITUNJUK

I
I

I

I KEPALA SUB BAGIAN I KEPALA SUB BAGIAN / SEKSI
SEKSII PEJABAT DENGAN / PEJABAT DENGAN NAMA

I NAMA LAIN YANG LAIN YANG MEMBIDANGI
MEMBIDANGI KEUANGAN PERLENGKAPAN YANG

I YANG DITUNJUK DITUNJUK I
I ._ .._. __ .._ .. .._ .._ .._ '_-'_"-_'-"_-'-'-_"_ ._ .._ .._ .._ .._ ........... __..,_ ..-

--------------------- -------------~----~----------------------- --------------------

PETUGAS PETUGAS PETUGAS PETUGAS
VERIFIKASI KOMPUTER / VERIFIKASI KOMPUTER/

OPERATOR OPERATOR BMN

2. Tingkat Kantor Wilayah
,-- _--_--_ --_ --_ --_. __ --_. __ - __ ._--_--_-- __ ._.-_--_ --_-._--_--_--_--_ --_--_
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c. Kepa la Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat dengan nama lain yang

membidangi Keuangan yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

1) Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target

yang telah ditetapkan;

2) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat ' petugas

yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem

akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

b.Kepala Bagian Ke uarigan y peja bat yang membidangi Keuangan

yang Ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di

lingkup UAPPA-W;

2) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

diperlukan;

3) Memonitor kegiatan ;

4) Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan

disampaikan ke UAPPA-PTM.

2) Mengkoordinasikan penyiapan orgarusa si UAPPA-W sebagai

pelaksana sistem akuntansi keuangan;

3) Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem

akuntansi keuangan di Iingkup wilayahnya;

4) Mengarahkan penyiapan sumber daya marrusia, sarana dan

prasarana yang diperlukan;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring

pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di Iingkup UAPPA-W;

6) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan

target yang telah ditetapkan;

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan

antara UAPPA-W dengan UAPPA-PTM, UAPA dan Tim Bimbingan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

8) Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung

Jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-PTM;

9) Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-PTM

sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
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9) Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap

akhir tahun anggaran.

Keuangan;

8) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA­

W;

3) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan

dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi

barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

4) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang Pembinaan Akuntansi

dan Pelaporan serta melakukan koreksi apabila ditemukan

kesalahan;

5) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan

laporan keuangan dan ADKUAKPA;

6) Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;

7) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan

d. Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W yang terdiri dari

Petugas Komputer / Operator Keuangan dan Petugas Verifikasi

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA;

2) Menerima dan mennverifikasi ADK dari UAKPA;

4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi

keuangan;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal an tara

laporan barang dengan laporan keuangan;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;

7) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang

akan didistribusikan;

8) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-Wdan ADK ke UAPPA­

PTMyang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan.
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b.Kepala Bagian Umum/pejabat yang membidangi Perlengkapan
yang Ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN di

lingkup UAPPB-W;
2) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

diperlukan;

Tugas pokok penanggung jawab UAPPB-W adalah menyelenggarakan
Aplikasi BMN pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja lainnya yang
ditetapkan sebagai UAPPB-Wdengan fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan sistem manajemen infomasi BMN;
b. Menyelenggarakan sistem akuntansi BMN;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi UAKPB di wilayah

kerjanya;
d. Menyusun dan menyampaikan Laporan BMN secara berkala.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPB-W melaksanakan
kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.
Penanggung jawab UAPPB-W
a. Penanggungjawab UAPPB-Wmelaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Menunjuk dan menetapkan Petugas UAPPB-W;
2) Menyiapkan rencana pelaksanaan Aplikasi BMN;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Aplikasi BMN;
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi di lingkup wilayah;
5) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Aplikasi BMN di

wilayah kerjanya;
6) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar

sehubungan dengan pelaksanaan Aplikasi BMN;
7) Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana Aplikasi BMN;
8) Menelaah Daftar Barang Pembantu Pengguna-Wilayah (DBPP-W),

menandatangani LKB dan Laporan Barang Pemban tu Pengguna
Barang-Wilayah Semester/Tahunan (LBPPW-S/T);

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan
BMNdengan Laporan Keuangan;

10)Menyampaikan Laporan BMN setiap semester dan Laporan BMN
beserta LKB setiap akhir tahun anggaran ke UAPPB-PTM dan ke
Kanwil Ditjen Kekayaan Negara di wilayah masing-masing;

11)Menyampaikan LHI tingkat wilayah ke UAPPB-PTMdan Kanwil Ditjen
Kekayaan Negara;

12)Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan BMN dengan
Kanwil Ditjen Kekayaan Negara setiap semester.

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
(UAPPB-W)
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Petugas Aplikasi BMN pada tingkat UAPPB-W terdiri dari Petugas

Kornputerj'Operator BMN dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

1) Memelihara LBKPS/T dan LKBdari UAKPB;

2) Menyusun DBPP-W berdasarkan penggabungan LBKPS/T;

3) Menyusun LBPPW-S setiap semester dan LBPPW-T setiap akhir

tahun anggaran;

4) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan

Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan

serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

5) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan Kanwil Ditjen

Kekayaan Negara setiap semester serta melakukan koreksi apabila

ditemukan kesalahan;

d. Petugas UAPPB-W

7) Meneliti dan menganalisis Laporan BMN UAPPB-W yang akan

didis tri busikan;

8) Menyampaikan Laporan BMN UAPPB-W dan ADK ke UAPPB-PTM

yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang ditetapkan.

Kantordengan

c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat dengan nama lain yang
membidangi Perlengkapan yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
1) Melaksanakan sistem akuntansi BMN berdasarkan target yang

telah ditetapkan;
2) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat / petugas

yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi BMN;
3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem

akuntansi BMN di lingkup UAPPB-W;
4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi BMN;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal an tara

laporan barang dengan laporan keuangan;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi

Wilayah DJKN setiap triwulan;

3} Memonitor kegiatan ;
4) Menyetujui laporan BMN tingkat wilayah yang akan disampaikan

ke UAPPB-PTM.
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Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (UAPPA-PTM)

Petugas Akuntansi Keuangan/BMN
1- _ ...., '
'- - - - - - - - _:

Penanggung Jawab. I1.._ .. _ .. _.,

Keterangan :

1 ----------------------------------------------- _

PETUGAS PETUGAS
VERIFIKASI KOMPUTER /

OPRRATOR RMN

PETUGAS PETUGAS
VERIFlKASI KOMPUTER /

OPF:RATOR

KEPALA SUB BAGIAN I SEKSI
I PEJABAT DENGAN NAMA
LAIN YANG MEMBIDANGI
PERLENGKAPAN YANG

DITUNJUK

, '-__. ._J . . . . L__. ._. ...,
,

KEPALA SUB BAGlAN I
SEKSI I PEJABAT

DENGAN NAMA LAIN
YANGMEMBIDANGI
KEUANGAN YANG

KABAGUMUM I
PEJABAT YANG

MEMBIDANGI BMN
YANGDITUNJUK

KABAG KEUANGAN I
PEJABATYANG

MEMBIDANGI KEUANGAN
YANG DITUNJUK

I

SEKRETARISPEJABAT
PIMPINANTINGGI MADYA

I

.._ .._ .._ .._ ..- ..- ..-..,PEJABAT PIMPINANTINGGI
MADYA

3. Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

6) Menyusun LKB setiap akhir tahun anggaran;

7) Membantu koordinasi pelaksanaan inventarisasi di lingkup wilayah;

8) Menerima dan menghimpun LHI dari UAKPB;

9) Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap

akhir tahun anggaran.
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9) Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-PTMke Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

8) Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung

Jawab tingkat UAPPA-PTM yang akan disampaikan ke

Menteri/Pimpinan Lembaga;

1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi

keuangan di lingkup Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2) Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-PTM sebagai

pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan;

3) Mengarahkan penyiapan sumber daya marrusia , sarana dan

prasarana yang diperlukan;

4) Menetapkan organisasi UAPPA-PTM sebagai pelaksana sistem

akuntansi keuangan di lingkup Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring

pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-PTM;

6) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan

target yang telah ditetapkan;

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan

dengan UAPPA-PTM dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan;

a. Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Direktur Jenderal/Kepala

Badan/Pejabat yang ditunjuk), melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-PTM

rnelaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-PTMadalah menyelenggarakan

akuntansi keuangan pada tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan

fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan,

b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,

c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
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b. Sekretaris Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Direktorat

Jenderal/ Sekretaris Badan/ Pejabat yang ditunjuk} , melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi

keuangan/BMN di lingkup Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2) Menyiapkan konsep penempatan pejabaty pctugas pada organisasi

UAPPA/B-PTM;

3) Menyiapkan sumber daya marrusra, sarana, dan prasarana yang

diperlukan;

4) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA/B-PTM;

5) Menyetujui laporan keuangan/BMN tingkat Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya yang akan disampaikan ke UAPA/B, sebelum

anggaran.

10)Menunjuk dan menetapkan Petugas UAPPB-PTM;

11)Menyiapkan rencana pelaksanaan Aplikasi BMN;

12)Mengkoordinasikan pelaksanaan Aplikasi BMN;

13)Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi di lingkup Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya;

14)Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Aplikasi BMNdi

wilayah kerjanya;

15)Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar

sehubungan dengan pelaksanaan sistem;

16)Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana;

17)Menelaah Daftar Barang Pembantu Pengguna Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya (DBPP-PTM), menandatangani Laporan Barang

Pembantu Pengguna Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Semester /Tahunan (LBPP-PTMS/T) dan LKB;

18)Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal an tara Laporan

BMNdengan Laporan Keuangan;

19)Menyampaikan LBPP-PTMS setiap semester dan LBPP-PTMTbeserta

LKBpad a akhir tahun anggaran ke UAPB;

20) Menyampaikan LHI tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada

UAPB;

21) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan BMN dengan

Ditjen Kekayaan Negara setiap semester apabila diperlukan.
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2) Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-W dany atau

UAKPAPusat;

d. Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-PTM yang terdiri dari

Petugas Komputer IOperator Keuangan dan Petugas Verifikasi

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Memelihara laporan keuangan dan ADK UAPPA-W da n r atau
UAKPA Pusat;

akuntansi keuangan;

3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem

akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-PTM;

4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi

keuangan;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara

Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat

Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan jika dianggap perlu;

7) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-PTM

yang akan didistribusikan;

8) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-PTM setelah

ditandatangani Dirjen/Kepala Badan /Pejabat Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya dan ADKke UAPA.

sistem

paramengevaluasi prestasi kerja

yang terlibat dalam pelaksanaan

1) Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target

yang telah ditetapkan;

2) Memantau dan

pejabat zpetugas

kegiatan sebagaid i t u nj uk, melaksanakan

membidangiyangKeuanganjpejabatc. Kepala Bagian

keuangan yang

berikut:

ditandatangani DirjenjKepala Badanypejabat Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya.
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Penanggungj awab UAPPB-PTM

a. Kepala Bagian Umumjpejabat yang membidangi

perlengkapan yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

1) Melaksanakan sistem akuntansi BMN berdasarkan target yang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPB-PTMmelaksanakan

kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.

Tugas pokok penanggung jawab UAPPB-PTM menyelenggarakan SIMAK­

BMNpada tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditetapkan sebagai

UAPPB-PTMdengan fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan sistem manajemen infomasi BMN;

b. Menyelenggarakan sistem akuntansi BMN;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi;

d. Menyusun dan menyampaikan Laporan BMNsecara berkala.

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya (UAPPB-PTM)

5) Menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan

tahunan tingkat UAPPA-PTM berdasarkan penggabungan laporan

keuangari dan ADK dari UAPPA-Wdanjatau UAKPAPusat;

6) Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;

7) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan

Keuangan;

8) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA­

PTM;

9) Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir

tahun anggaran.

3) Melaksanakan rekonsiliasi internal an tara Laporan Keuangan

dengan Laporan Barang serta melakukan koreksi apabila

ditemukan kesalahan;

4) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi (jika

ditemukan kesalahan);
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b. Petugas UAPPB-PTM

Petugas Aplikasi BMN pada tingkat UAPPB-PTM terdiri dari Petugas

Komputer/Operator BMN dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan

sebagai beriku t :

1) Memelihara LBPPW-S/T dan LKB dari UAPPB-W dan Zatau LBKPS/T

dari UAKPBPusat;

2) Menyusun DBPP-PTM berdasarkan penggabungan LBPPW-S/T dari

UAPPB-W darr/ atau LBKPS/T dari UAKPBPusat;

3) Menyusun LBPP-PTMS setiap semester dan LBPP-PTMT setiap akhir

tahun anggaran;

4) Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB UAPPB-Wdarr/atau

UAKPBPusat setiap akhir tahun anggaran;

5) Melaksanakan rekonsiliasi internal an tara Laporan BMN dengan

Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan

serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

8) Menyampaikan Laporan BMN UAPPB-PTM setelah

ditandatangani Dirjerr/Kepala Badarr/Pejabat Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya dan ADK ke UAPB.

4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi BMN;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal an tara

Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DJKN jika

dianggap perlu;

7) Meneliti dan menganalisis Laporan BMN UAPPA-PTM yang

akan didistribusikan;

sistem

paramengevaluasi pre stasi kerja

yang terlibat dalam pelaksanaan

telah ditetapkan;

2) Memantau dan

pejabat/petugas

akuntansi BMN;

3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem

akuntansi BMN di lingkup UAPPB-PTM;
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1---------
I

I I
':.. I

Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi Keuangan/BMN

: I1.,_ .. _ .. _.,

,---------------------------------------------------------------------------------------~
Keterangan :

PETUGAS PETUGAS
VERIFIKASI KOMPUTER /

OPERATOR BMN

PETUGAS PETUGAS
VERIFIKASI KOMPUTERI

OPERATOR
, ......-, '" ........ II .. I

_________I,~t:':J::.:. -::_'':'-=-..: :"'-:~'.:-:.'_: t:~-:':"_-:'_:=-_'':' -::...: '_-= ~':::' _: =-...:~ -=- ':":::':' =-_'':' -=-...::...-= .r;;-::1 ~-:':":::':': =-_'':' ~ ,
I
I
I
I

KEPALA SUB BAGIAN I SEKSII
PEJABAT DENGAN NAMA LAIN

YANG MEMBIDANGI
PERLENGKAPAN YANG DITUNJUK

KEPALA SUB BAGIAN I SEKSII
PEJABAT DENGAN NAMA LAIN
YANGMEMBIDANGI KEUANGAN

YANG DITUNJUK

KABAGAKUNTANSII PEJABAT
YANG MEMBIDANGI KEUANGAN

YANG DITUNJUK

KABAG PERLENGKAPAN I PEJABAT
YANG MEMBIDANGI

PERLENGKAPAN YANG DITUNJUK

KEPALA BIRO KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN

SEKRETARIS JENDERAL

1

MENTERIPERHUBUNGAN

I

._ .._ .._ .. _ .. _ .._ .._ .. _ .._ .. _ .._.,_ .. - .. _ .._ .-..-..- ..- ..-.'- .......... '.-..- ..-'.~
4. Tingkat Kementerian

6) Melaksanakan rekorisiliasi Laporan BMN dengan Ditjen Kekayaan

Negara setiap semester apabila diperlukan serta melakukan koreksi

apabila ditemukan kesalahan;

7) Membantu koordinasi pelaksanaan inventarisasi di lingkup Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya dan menyusun LHI berdasarkan LHI dari

UAPPB-Wdan Zatau UAKPBPusat;

8) Menyimpan arsip data BMNdan melakukan proses tutup buku setiap

akhir tahun anggaran.
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b. Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya danj atau kepala biro yang

mernbidangi keuanganj pejabat yang ditunjuk, rnelaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

a. Menteri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Membina dan rnengkoordinasikan rencana pelaksanaan

sistem akuntansi keuanganjBMN di lingkup Kernenterian

Perhubungan;

2) Membina dan mernantau pelaksanaan akuntansi pada

Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana yang diperlukan;

3) Membina pelaksanaan sistem akuntansi keuanganjBMN di lingkup

Kernen terian Perhubungan;

4) Mem bina pelaksanaan sis tern akun tan si keuangan j BMN di

lingkup Kernenterian Perhubungan;

5) Menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab;

6) Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan

ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran;

7) Menandatangani Laporan Keuangan Kernenterian Perhubungan

semesteran dan tahunan yang akan disarnpaikan ke Menteri

Keuangan.

UAPADalarn pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut,

rnelaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.

Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah rnenyelenggarakan

akuntansi keuangan pada tingkat kementerian negarajlembaga dengan

fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan,

b. Menyusun dan menyarnpaikan Iaporan keuangan secara berkala,

c. Mernantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Tugas dan Fungsi Uni t Akun tansi Pengguna Anggaran (UAPA)
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c. Kepala Bagian Keuangan r verifikasi dan Akuntansi atau Kepala

Subbagian KeuanganjVerifikasi dan Akuntansi atau pejabat yang

membidangi keuangan/ verifikasi dan akuntansi atau pejabat

yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Melaksanakan sistem akuntansi keuangan di lingkup
Kementerian Perhubungan;

2) Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas
seluruh unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah;

3) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana
yang diperlukan;

4) Memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada
unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Perhubungan;

5) Memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat
pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya
manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal
administratif lainnya;

6) Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem
akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup
Kementerian Perhubungan;

7) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan
Kementerian Perhubungan yang akan didistribusikan;

8) Mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan
pendistribusiannya;

9) Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;

3) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan

target yang telah ditetapkan;

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi

keuanganjBMN dengan UAPPA/B-PTM dan Tim Bimbingan

Direktora t J enderal Per bendaharaan j DJKN;

5) Menyetujui Laporan Keuangan/ BMN Kementerian

Perhubungan yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal PerbendaharaanjDirektur Jenderal

Kekayaan Negara sebelum ditandatangani Menteri Perhubungan.

1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi

keuanganjBMN di lingkup Kementerian Perhubungan;

2) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta saran a

dan prasarana yang diperlukan;
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melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Memelihara laporan keuangan dari UAPPA-PTM;

2) Menerima dan memverffikasi ADK dari UAPPA-PTM;

3) Metaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan

dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi

barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

4) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan

kesalahan;

5) Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat

UAPA berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK

UAPPA-PTM;

6) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan

tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan

Keuangan;

7) Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;

8) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA;

9) Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir

tahun anggaran.

Akuntansijverifikasi dan Petugas KomputerPetugasdari

d. Petugas Akuntansi Keuangan pada tingkat UAPA yang t e r d ir i

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester;

12) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA dan ADK ke Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah

ditandatangani oleh Menteri Perhubungan.

dengan

Direktorat

10) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal an tara

Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;

11) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi

Direktorat .Jerider al Perbendaharaan c.q.
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4) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi BMN;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara

Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;

6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan D<JKNjika

dianggap perlu;

7) Meneliti dan menganalisis Laporan BMN UAPB yang akan

didistribusikan;

8) Menyampaikan Laporan BMN UAPB setelah ditandatangani

Sekretaris <1enderaljPejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan

ADKke UAPAserta kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

sistem

paramengevaluasi pre stasi kerja

yang terlibat dalam pelaksanaan

2) Memantau dan

pejabatj petugas

akuntansi BMN;

3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem

akuntansi BMN di lingkup UAPB;

Tugas pokok penanggungjawab UAPBmenyelenggarakan SIMAK-BMNpada

tingkat Kementerian Negaraj Lembaga yang ditetapkan sebagai UAPB

dengan fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan sistem manajemen infomasi BMN;

b. Menyelenggarakan sistem akuntansi BMN;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi;

d. Menyusun dan menyampaikan Laporan BMNsecara berkala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPB melaksanakan

kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.

Penanggungjawab UAPB

a. Kepala Bagian PerlengkapanjPejabat yang membidangi perlengkapan

yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Melaksanakan sistem akuntansi BMN berdasarkan target yang

telah ditetapkan;

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
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Kementerian Perhubungan selaku pengguna anggaran dan barang

menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang

berada dalam tanggung jawabnya.

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang digunakan sebagai

pertanggungjawaban keuangan Kementerian NegarajLembaga rneliputi

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK)yang disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani

oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang

ditandatangani oleh MenterijPimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNANDANPENYAMPAIAN

LAPORANKEUANGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

b. Petugas UAPB

Petugas Aplikasi BMN pada tingkat UAPPB-PTM terdiri dari Petugas

Komputer j Operator BMN dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:
I} Memelihara LBPP-PTMdan LKBdari UAPPB-PTM;

2) Menyusun DBP berdasarkan penggabungan LBPP-PTM;

3) Menyusun LBPS setiap semester dan LBPT setiap akhir tahun

anggaran;

4) Menyusun LKBberdasarkan penggabungan LKBUAPPB-PTM;

5) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan

Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan

serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

6) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan Ditjen Kekayaan

Negara serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

7} Menghimpun LHI dad UAPPB-PTMmenjadi LHI tingkat UAPB;

8) Menyimpan arsip data BMNdan melakukan proses tutup buku setiap

akhir tahun anggaran.
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Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan mengikuti sistematika

laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Bab III modul ini. Output

akhir dari proses akuntansi adalah Laporan Keuangan. Masing-masing

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kemeriterian Perhubungan

menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

B. JENIS DANPERIODEPELAPORAN

Dokumen Sumber yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan di

tingkat UAKPAantara lain adalah :

1. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan, tcrdiri dari:

a. Estimasi Pcndapatan (Pajak dan PNBP) yang dialokasikan, antara

lain:

DIPA, DIPA Revisi, darr/ atau dokumen lain yang dipcrsamakan

dcngan DIPA;dan

b. Rcalisasi Pcndapatan, antara lain: bukti pcnenmaan negara seperti

SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumcn lain yang sah yang dipersamakan.

2. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang tcrdiri dari:

a. DIPA, DIPARevisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan dokumen lain

yang dipersamakan;

b. Realisasi Pengeluaran: SPP, SPM dan SP2D, SP3B-BLU dan SP2B­

BLU, SP2HL dan SPHL, dan dokumen lain yang dipersamakan.

3. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pcmbuatan jurnal

penyesuaian un tuk transaksi akrual dan jurnal aset.

4. Dokumen yang terkait transaksi piutang, an tara lain kartu piutang,

daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang.

5. Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu

persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan.

6. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP),

antara lain Kartu KDP, Laporan KDP.

7. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negaray Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima

Barang (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian

dan/ atau Penggunaan Kembali atas Aset Tetap IAset Tak Berwujud

yang dalam kondisi rusak berat, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF),

dan lain sebagainya.

A. DOKUMENSUMBER
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NO PERIODE JENIS LAPORAN KETERANGAN

PELAPORAN

1. Laporan 1) LRABelanja -Bulanan • ADK

Bulanan 2) LRAPengembalian Belanja Sojtcopy- Bulanan •
- Januari 3) LRAPendapatan - Bulanan laporan

1.Penyampaian Laporan Tingkat UAKPAke tingkat UAPPA-W

Berikut jenis dan periode penyampaian laporan selain Laporan Keuangan

yang disajikan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk

penyampaian laporan UAKPAkepada KPPN dan laporan UAPPA-Wkepada

Kanwil DJPB mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang telah disusun melalui

proses akuntansi selanjutnya direviu oleh aparat pengawasan intern

(Inspektorat Jenderal) dan hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Telah

Direviu,

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan

dan belanja, yang masing-rnasing dibandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal

tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusatj daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu

periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinei, dan

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca.
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NO PERIODE JENIS LAPORAN KETERANGA

PELAPORAN N

1. Laporan 1) LRABelanja -Bulanan • ADK

Bulanan 2) LRA Pengembalian Belanja Softcopy- Bulanan •
laporan

2. Penyarnpaian Laporan Tingkat UAPPA-Wke tingkat UAPPA-PTM

- Pebruari 4) LRA Pengem balian dalam
- Maret Pendapatan - Bulanan bentuk
- April 5) Laporan Operasional - PDF
- Mei Bulanan
- Juni 6) Laporan Peru bah an
- Juli Ekuitas - Bulanan
- Agustus 7) Neraca - Bulanan
- September 8) Neraca Percobaan -
- Oktober Bulanan
- Nopember
- Desember

2. Laporan 1) LRABelanja - Triwulanan • ADK
Triwulan 2) LRA Pengembalian Belanja

Softcopy- Triwulanan •
- Triwulan I 3) LRA Pendapatan - laporan

Triwulan II Triwulanan
dalam-

4) Pengem balianLRA
Pendapatan - Triwulanan bentuk

5) Laporan Operasional -
Triwulanan PDF

6) Laporan Perubahan
Ekuitas - Triwulanan

7) Neraca - Triwulanan
8) Neraca Percobaan -

Bulanan

3. Laporan Laporan Keuangan • ADK

Semesteran Semesteran mengikuti • Softcopy
- Semester I sistematika dalam Bab III laporan

- Semester II dalam

bentuk

PDF

4. Laporan Laporan Keuangan Tahunan • ADK

Tahunan mengikuti sistematika dalam • Softcopy
- Unaudited BabIII laporan

- Audited dalam

bentuk

PDF
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NO PERIODE JENIS LAPORAN KETERANGAN

PELAPORAN

l. Laporan 1) LRABelanja -Bulanan • ADK
2) LRA Pengembalian Belanja

Softcopu•-

3. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-PTMke tingkat UAPA

- Januari 3) LRAPendapatan - Bulanan dalam
- Pebruari 4) LRA Pengembalian bentuk
- Maret Pendapatan - Bulanan PDF
- April 5) Laporan Operasional -
- Mei Bulanan
- Juni 6) Laporan Perubahan
- Juli Ekuitas - Bulanan
- Agustus 7) Neraca - Bulanan
- September 8) Neraca Percobaan -
- Oktober Bulanan
- Nopember
- Desember

2. Laporan 1) LRABelanja - Triwulanan • ADK
Triwulan 2) LRA Pengembalian Belanja

Softcopy- Triwulanan •
- Triwulan I 3) LRA Pendapatan - laporan

Triwulan II Triwulanan
dalam- 4) LRA Pengembalian

Pendapatan - Triwulanan bentuk
5) Laporan Operasional -

Triwulanan PDF

6) Laporan Perubahan
Ekuitas - Triwulanan

7) Neraca - Triwulanan
8) Neraca Percobaan -

Bulanan

3. Laporan Laporan Keuangan • ADK
Semesteran Semesteran mengikuti • Softcopy
- Semester I sistematika dalam Bab III laporan
- Semester II dalam

bentuk

PDF

4. Laporan Laporan Keuangan Tahunan • ADK

Tahunan mengikuti sistematika dalam • Softcopy
- Unaudited Bab III laporan
- Audited dalam

bentuk

PDF
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4. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA kepada Menteri Keuangan c.q

Dirjen Perbendaharaan

Bulanan - Bulanan laporan

Januari 3) LRA Pendapatan - dalam-
Pebruari Bulanan bentuk-

4)Maret LRA Pengembalian PDF- Pendapatan - Bulanan- April
Mei 5) Laporan Operasional --
Juni Bulanan-

6) LaporanJuli Perubahan- Ekuitas - Bulanan- Agustus 7) Neraca - Bulanan- September
Oktober 8) Neraca Percobaan --

Bulanan- Nopember
- Desember

2. Laporan 1) LRABelanja - Triwulanan • ADK
Triwulan 2) LRA Pengembalian Belanja

Softcopy- Triwulanan •
- Triwulan I 3) LRA Pendapatan - laporan

Triwulan II Triwulanan
dalam-

4) PengembalianLRA
Pendapatan - Triwulanan bentuk

5) Laporan Operasional -
Triwulanan PDF

6) Laporan Perubahan
Ekuitas - Triwulanan

7) Neraca - Triwulanan
8) Neraca Percobaan -

Bulanan

3. Laporan Laporan Keuangan • ADK

Semesteran Semesteran mengikuti • Softcopy
- Semester I sistematika dalam Bab III laporan

- Semester II dalam

bentuk

PDF

4. Laporan Laporan Keuangan Tahunan • ADK

Tahunan mengikuti sistematika dalam • Sojtcopy
- Unaudited BabIII laporan

- Audited dalam

bentuk

PDF
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NO PERIODE JENIS LAPORAN KETERANGAN

PELAPORAN

1. Laporan 1) LRABelanja -Bulan an • ADK
Bulanan 2) LRA Pengembalian Belanja

Softeapy- Bulanan •
- Januari 3) LRA Pendapatan - laporan

Pebruari Bulanan dalam-
Maret 4) LRA Pengem balian bentuk-
April Pendapatan - Bulanan PDF-

- Mei 5) Laporan Operasional -
- Juni Bulanan
- Juli 6) Laporan Perubahan
- Agustus Ekuitas - Bulanan
- September 7) Neraca - Bulanan
- Oktober 8) Neraca Percobaan -
- Nopember Bulanan
- Desember

2. Laporan 1) LRABelanja - Triwulanan • ADK
Triwulan 2) LRAPengembalian Belanja

SoJteopy- Triwulanan •
- Triwulan I 3) LRA Pendapatan - laporan

Triwulan II Triwulanan
dalam- 4) LRA Pengembalian

Pendapatan - Triwulanan bentuk
5) Laporan Operasional -

Triwulanan PDF
6) Laporan Perubahan

Ekuitas - Triwulanan
7) Neraca - Triwulanan
8) Neraca Percobaan -

Bulanan
3. Laporan Laporan Keuangan • ADK

Semesteran Semesteran mengikuti • Softeapy
- Semester I sistematika dalam Bab III laporan
- Semester II dalam

bentuk

PDF

4. Laporan Laporan Keuangan Tahunan • ADK
Tahunan mengikuti sistematika dalam • Softcopy
- Unaudited Bab III laporan
- Audited dalam

bentuk

PDF
.--~~-----
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2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Tahunan

a. LRATahunan Kementerian Perhubungan disusun berdasarkan hasil

penggabungan LRAUAPPA-PTMsampai dengan 31 Desember tahun

anggaran berjalan di lingkup Kementerian Perhubungan.

b. LRAUAPPA-PTMTahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan

LRAUAKPATahunan di bawah wilayah kerja Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya masing-rnasing, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan

C. PROSEDUR PENYUSUNANLAPORANKEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Semesteran

a. LRA Kementerian Perhubungan Semesteran disusun berdasarkan

hasil penggabungan LRAUAPPA-PTMsampai dengan 30 Juni tahun

anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Perhubungan.

b. LRA UAPPA-PTM Semesteran disusun berdasarkan hasil

penggabungan LRAUAKPASemesteran di bawah wilayah kerja Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya masing-masing, LRA UAKPA dengan pola

pengelolaan keuangan BLU, dan LRAUAPPA-W,sampai dengan 30

Juni tahun anggaran berjalan.

c. LRAUAPPA-WSemesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan

LRA UAKPA Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran

berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

Keterangan :

1)LRA Semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara

LRA Semester I tahun berjalan dengan LRA Semester I tahun

sebelumnya (realisasi sampai dengan 30 Juni 2x.x1 dan 30 Juni

2x.x0)

2) LO semesteran yang disampaikan adalah LO perbandingan an tara LO

Semester I tahun berjalan dengan LO Semester I tahun sebelumnya

(realisasi sampai dengan 30 Juni 2x.xl dan 30 Juni 2xxO)

3)LPE semesteran yang disampaikan adalah LPE perbandingan an tara LPE

semester I tahun berjalan dengan LPE semester I tahun sebelumnya

(realisasi sampai dengan 30 Juni 2xxl dan 30 Juni 2xxO)

4) Neraca semesteran yang disampaikan adalah Neraca perbandingan

antara neraca per 30 Juni tahun sebelumnya dengan Neraca per 31

Desember tahun sebelumnya).
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5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)Semesteran

a. LPE Kementerian Perhubungan Semesteran disusun berdasarkan

hasil penggabungan LPE UAPPA-PTMsampai dengan 30 Juni tahun

anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Perhubungan yang

bersangkutan.

4. Laporan Operasional (LO)Tahunan

a. LO Kementerian Perhubungan Tahunan disusun berdasarkan hasil

penggabungan LO UAPPA-PTMsampai dengan 31 Desember tahun

anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Perhubungan.

b. LO UAPPA-PTMTahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan

LO UAKPATahunan di bawah wilayah kerja Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya masing-rnasing, LO UAKPA dengan pola pengelolaan

keuangan BLU, dan LO UAPPA-Wsampai dengan 31

Desember tahun anggaran berjalan.

c. LO UAPPA-WTahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO

UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran

berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

3. Laporan Operasional (LO)Semesteran

a. LO Kementerian Perhubungan Semesteran disusun berdasarkan

hasil penggabungan LO UAPPA-PTMsampai dengan 30 Juni tahun

anggaran berjalan pada lingkup Kementerian Perhubungan.

b. LO UAPPA-PTM Semesteran disusun berdasarkan hasil

penggabungan LO UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing, LO UAKPAdengan

pola pengelolaan keuangan BLU, dan LO UAPPA-Wsampai dengan

30 Juni tahun anggaran berjalan.

c. LO UAPPA-WSemesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan

LO UAKPA Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran

berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

keuangan BLU, dan LRA UAPPA-W, sampai dengan 31 Desember

tahun anggaran berjalan.

c. LRA UAPPA-WTahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan

LRAUAKPATahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran

berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
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7. Neraca Semesteran

a. Neraca Kementerian Perhubungan Semesteran berdasarkan hasil

penggabungan neraca UAPPA-PTM per 30 Juni tahun anggaran

berjalan.

b. Neraca UAPPA-PTM Semesteran disusun berdasarkan hasil

penggabungan Neraca UAKPA di bawah wilayah kerja Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya masing-masing, Neraca UAKPAdengan pola

pengelolaan keuangan BLU, dan Neraca UAPPA-Wper 30 Juni tahun

anggaran berjalan.

c. Neraca UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil

penggabungan Neraca UAKPAper 30 Juni tahun anggaran berjalan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)Tahunan

a. LPE Kementerian Perhubungan Tahunan disusun berdasarkan hasil

penggabungan LPE UAPPA-PTMsampai dengan 31 Desember tahun

anggaran berjalan pad a lingkup Kementerian Perhubungan.

b. LPE UAPPA-PTMTahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan

LPE UAKPATahunan di bawah wilayah kerja Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya masing-masing, LPE UAKPA dengan pola Pengelolaan

keuangan BLU, dan LPE UAPPA-Wsampai dengan 31

Desember tahun anggaran berjalan.

c. LPE UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan

LPE UAKPATahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran

berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

b. LPE UAPPA-PTM Semesteran disusun berdasarkan hasil

penggabungan LPE UAKPA Semesteran di bawah wilayah kerja

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-rnasing, LPE UAKPAdengan

pola pengelolaan keuangan BLU, dan LPE UAPPA-Wsampai dengan

30 Juni tahun anggaran berjalan.

c. LPE UAPPA-WSemesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan

LPE UAKPA Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran

berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
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b. Aplikasi Komputer SAIBA-W Tingkat Wilayah

Dalam rangka menggabungkan data transaksi dan pelaporan

keuangan UAKPA di tingkat wilayah, UAPPA-Wmenerima ADK dari

hasil proses aplikasi SAIBA dari UAKPA untuk diterima dan

digabungkan dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi

tingkatan struktur organisasi akuntansinya.

a. Aplikasi Komputer SAIBA Tingkat KantorJSatker

Perekaman dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah

direkam dan dicatat hanya pada tingkat UAKPA dengan

menggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi SAIBA (Sistem

Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Dengan demikian, perbaikan

dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah atau laporan

keuangan sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansi atau

pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada

tingkat UAKPA dengan menggunakan aplikasi SAIBA dan dikirimkan

kembali hasil perbaikannya berupa arsip data komputer (ADK)

secara berjenjang ke unit akuntansi yang lebih tinggi.

Kementerian Keuangan sesuai denganDitjen Perbendaharaan

1. Perekaman dengan Penggunaan Aplikasi Komputer

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan jurnal,

buku besar sampai dengan penyajian laporan keuangan berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Neraca menggunakan aplikasi komputer yang dikembangkan oleh

D. PEREKAMAN, VERIFlKASI DAN REKONSILIASI

8. Neraca Tahunan

a. Neraca Kementerian Perhubungan Tahunan disusun berdasarkan

hasil penggabungan Neraca UAPPA-PTM per 31 Desember tahun

anggaran berjalan.

b. Neraca UAPPA-PTM Tahunan disusun berdasarkan hasil

penggabungan Neraca UAKPA di bawah wilayah kerja Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya masing-masing, LRA UAKPA dengan pola

pengelolaan keuangan BLU, dan Neraca UAPPA-W, per 31 Desember

tahun anggaran berjalan.

c. Neraca UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan

Neraca UAKPA per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
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2. Verifikasi dan Perekaman Transaksi Laporan Keuangan

Perekaman transaksi laporan keuangan berupa data dalam lembaran

kertas menjadi data elektronik menggunakan bantuan aplikasi komputer

d. Aplikasi SAIBA-KLTingkat Kementerian

ADK kirim dari aplikasi SAIBA-PTM diterima oleh UAPA dengan

menggunakan aplikasi SAIBA-KL (Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual Kementerian NegarajLembaga). Dalam hal proses

verifikasi dan anal isis oleh UAPA ditemukan hal yang harus

diperbaiki, UAPA memberitahukan kepada UAPPA-PTM, UAPPA-W

dan/ atau UAKPA untuk melakukan perbaikan yang dimaksud dan

meminta pengiriman ADK ulang hasil perbaikan secara berjenjang

sesuai struktur unit akuntansinya. Hasil penggabungan ADK yang

telah diverifikasi, dan dianalisis oleh UAPA menjadi dasar

pencetakan dan penyusunan Laporan Keuangan Kemen terian

Perhubungan.

c. Aplikasi SAIBA-PTMTingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Atas ADK kirim dari UAPPA-W, UAPPA-PTM menerima dan

melakukan penggabungan ADK dengan menggunakan aplikasi

SAIBA-PTM (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya). Dalam hal proses verifikasi dan analisis

oleh UAPPA-PTMditemukan hal yang harus diperbaiki, UAPPA-PTM

memberitahukan kepada UAPPA-W danj atau UAKPA untuk

melakukan perbaikan yang dimaksud dan meminta pengiriman ADK

ulang hasil perbaikan secara berjenjang sesuai struktur unit

akuntansinya. UAPPA-PTM mengirimkan hasil penggabungan ADK

dari UAPPA-Wkepada UAPA.

SAIBA-W (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual - Wilayah).

Dalam hal proses verifikasi dan analisis dilakukan oleh UAPPA-W

ditemukan hal yang harus diperbaiki, UAPPA-W memberitahukan

kepada UAKPA untuk melakukan perbaikan yang dimaksud dan

meminta pengiriman ADK ulang hasil perbaikan. Selanjutnya

UAPPA-Wmengirimkan hasil penggabungan ADKdari UAKPAkepada

UAPPA-PTM.
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3. Rekonsiliasi

Kegiatan rekonsiliasi adalah analisis terhadap hasil proses

pencatatanj perekaman transaksi laporan keuangan dengan

menggunakan berbagai program aplikasi komputer yang berbeda untuk

memastikan bahwa nilai yang disajikan tetap sarna dan benar. Kegiatan

rekonsiliasi harus dilakukan sebelum melakukan proses kirim ADKke

unit akuntansi yang lebih tinggi dan/ atau ke kantor vertikal

Kementerian .Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan

rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Perhubungan.

Setelah perekaman dokumen sumber transaksi laporan keuangan

dilakukan, verifikasi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah:

a. aplikasi komputer sudah sesuai data inforrnasinya dengan dokurnen

fisiknya;

b. memastikan bahwa ADKkirim Barang Milik Negara dari UAKPShasil

proses aplikasi BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi SAIBApada tingkat

UAKPAsebagai penggabungan jurnal dan buku besar aset tetap dan

persediaan.

Proses berikutnya adalah mengubah data-data elektronik transaksi

laporan keuangan menjadi data-data elektronik akuntansi dengan

menjalankan proses posting yang ada di program aplikasi komputer

sehingga dapat membentuk buku besar sebagai dasar pembentukan

LaporanKeuangan.

sebagaimana dimaksud dengan penjelasan di atas dilakukan setelah

kegiatan verifikasi dan analisis dokumen sum ber.

Kegiatan verifikasi dimaksud bertujuan:

a. untuk memastikan bahwa dokumen sumber transaksi laporan

keuangan yang akan diproses telah lengkap sesuai dengan

ketentuan;

b. untuk memastikan bahwa elemen-elernen data pada dokurnen

sumber transaksi laporan keuangan telah diisi dengan lengkap dan

benar.
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Berikut ilustrasi mekanisme penyusunan Laporan Keuangan yang terjadi

pada Kementerian Perhubungan.

b. Rekonsiliasi Eksternal

Kegiatan rekonsiliasi eksternal dilakukan di tiap unit akuntansi

dengan mitra kerjanya di Ditjen Perbendaharaan - Kementerian

Keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data

transaksi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja serta aset

yang dilaporkan di program aplikasi di tiap unit akuntansi

mempunyai nilai dan elemen informasi yang sarna dengan program

aplikasi mitra kerjanya di Ditjen Perbendaharaan - Kementerian

Keuangan. Hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR).

Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Rekonsiliasi Internal

Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPA,yaitu:

1) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dengan unit

pelaporan barang (UAKPAdengan UAKPB) dengan menjalankan

prosedur rekonsiliasi internal yang ada di program aplikasi SAIBA.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua

belanja terkait aset yang dilaporkan di program aplikasi

SIMAKBMNsesuai dengan yang dilaporkan di program aplikasi

SAIBA;

2) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).Rekonsiliasi

3) internal an tara UAKPAdengan bendahara pengeluaran bendahara

penerimaan Satker. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan

kesesuaian jumlah kas di bend ahara pengeluaran, bendahara

penerimaan dengan Neraca.
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Penjelasan Flowchart:

1. Data BMN pada UAKPB digunakan oleh UAKPA sebagai bahan

penyusunan Neraca.

2. Untuk menjamin keandalan data, UAKPAdengan UAKPBmelakukan

pencocokan datajrekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan

dengan laporan BMN.

3. Berdasarkan hasil pemrosesan transaksi keuangan, data BMN, dan

transaksi lainya UAKPAmenyusun Laporan Keuangan. Data Laporan

Keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. UAKPA

menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke KPPN setiap

bulan, semester I, dan tahunan. Untuk satuan kerja BLU rekonsiliasi

data Laporan Keuangan dilakukan setiap triwulan. Penyampaian

Laporan Keuangan semester I dan Tahunan disertai CaLK.

4. UAKPB menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK

setiap semesteran dan tahunan ke (Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL). UAKPB melakukan

rekonsiliasi/pemutakhiran data BMNdengan KPKNLsetiap semester.

arus dat.a dan lapoy.a..n 1:-r:e.t'mas'U,kDe1:G::1Ge.nt.ra.s~ dan. Tug;?t.s
PembantuanJI
Ret~on~ilit\sida:;ta
Pencocoka..""1 laporr.,n. 3!'.·Il"i de.nga:1 Lap,;:,t"!-..I11(eua-'"1.ga..--1

."........ .,.,-----_.
Keterangan :
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semester.

15. Kanwil DJKN melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan

Keuangan pad a Kanwil DJPBN setiap semester.

16. UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada

UAPPA-PTMuntuk digabungkan di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk Laporan

Keuangan semester I dan tahunan dilengkapi dengan Cal.K.

13. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dan

menyampaikan Laporan Keuangan setiap triwulan ke Kanwil Ditjen

Perbendaharaan. Untuk Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan

dilengkapi dengan CALK.

14. UAPPB-Wmenyampaikan Laporan BMNdisertai CaLBMNdiserta ADK

setiap semester dan tahunan. UAPPB-W melakukan

rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN dengan Kanwil DJKN setiap

semester.

5. KPKNL melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan

Keuangan pada KPPNsetiap semester.

6. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap bulan ke

Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Laporan Keuangan semesteran dan

tahunan dilengkapi dengan CaLK.

7. KPKNLmenyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke

Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat Kanwil

DJKN.

8. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada

UAPPA-Wuntuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan

KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk Laporan

Keuangan Semester I dan Tahunan disertai dengan CaLK.

9. UAKPAKantor Pusat menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK

kepada UAPPA-PTM untuk digabungkan setelah dilakukan

rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan.

Untuk Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan disertai dengan

CaLK.

10. UAKPB menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK

ke UAPPB-Wuntuk digabungkan setiap semester dan tahunan.

IJ. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke

UAPPB-PTMuntuk digabungkan setiap semester dan tahunan.

12. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W setiap
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negarajlembaga kepada Menteri Keuangan cq. DJKN.

28. DJKN menyampaikan laporan BMNPemerintah Pusat ke DJPBN c.q.

Dit.APK sebagai bahan penyusunan dan rekonsiliasi Neraca

Pemerintah Pusat.

kemen terian

rekonsiliasijpemutakhiran data BMN dengan Kantor Pusat DJKN

setiap semester.

25. UAPB melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan

dengan data BMNUAPA.

26. UAPAmelakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dengan DJPBN

cq. Dit. APKsetiap semester. UAPAmenyampaikan Laporan Keuangan

kepada Menteri Keuangan cq. DJPBN cq. Dit. APK setiap triwulan,

semester, dan tahunan.

27. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat

melakukandapat

17. UAPPB-Wmenyampaikan laporan BMNdisertai CaLBMNbeserta ADK

ke UAPPB-PTM untuk digabungkan di tingkat Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya setiap semester dan tahunan.

18. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan

Kuasa BUN setiap bulan, semester I, dan tahunan ke Kantor Pusat

DJPBN cq. Dit. APK. Untuk Laporan Keuangan semester I dan

tahunan dilengkapi dengan CALK.

19. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap

semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan

BMN tingkat pemerintah pusat.

20. UAPPA-PTMmelakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan

dengan data BMN pad a UAPPB-PTMsetiap semester.

21. Apabila diperlukan, UAPPA-PTMdapat melakukan rekonsiliasi data

Laporan Keuangan dengan Kantor Pusat DJPBN cq Dit. APK setiap

semester.

22. UAPPA-PTMmenyampaikan Laporan Keuangan beserta ADKke UAPA

sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat kementerian

negarajlembaga setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk

Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan dilengkapi dengan CaLK.

23. UAPPB-PTM menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta

ADK ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian

negarajlembaga setiap semester.

24. Apabila diperlukan, UAPPB-PTM
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1. Laporan Triwulan I

E. JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan:

Dalam hal database pada kementerian, DJPBN, dan DJKN sudah

terintegrasi pada masing-masing instansi tersebut, maka pengmrnan

ADK dari dan ke masing-masing unit akuntansi tidak diperlukan

kembali.
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Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Perhubungan diarahkan

untuk memenuhi prinsip Laporan Keuangan yang bertujuan umum. Laporan

Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan bersarna sebagian besar pengguna laporan

termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sistematika penyajian

BAB III

SISTEMATlKALAPORANKEUANGAN

Keterangan :

• Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan pelaporan

keuangan diatasnya adalah Laporan Keuangan yang telah

direkonsiliasij dikonfirmasi dengan KPPN,Kanwil Ditjen Perbendaharaan

dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

• Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan dan

rekonsiliasi

• Tahun 2xx1 adalah untuk tahun anggaran berjalan

• Tahun 2xx2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan

• Dalam kondisi tertentu apabila diperlukan, jadwal dapat berubah dengan

penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan.

4. Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited)
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A.SISTEMATIKALAPORANKEUANGANPOKOK

1. Pernyataan Telah Direviu (hanya untuk Laporan Keuangan tingkat UAPA)

2. Pernyataan Tanggung Jawab

3. Ringkasan Laporan Keuangan

4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi dan pernakaian sumber daya keuangan yang dikelola

oleh pemerintah, yang mcnggambarkan perbandingan antara anggaran

dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5. Neraca

Neraca adalah aporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas pelaporan merigenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal

tertentu.

6. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan berbagai un sur pendapatan-LO, beban,

surplus/ deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non

operasional, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional,

surplus / dcfisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/ defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Keuangan diarahkan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Di sisi lain terdapat kebutuhan akan informasi tambahan yang bersifat

manajerial atau informasinya hanya berguna kepada pihak-pihak tertentu.

Informasi tambahan tersebut dapat berupa daftar atau dokumen tertentu yang

dibutuhkan entitas diatasnya. Tambahan informasi terse but dimanfaatkan

oleh erititas diatasnya dalam penyusunarr/ penggabungan dan penyajian

laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang bersifat umum

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga yang bersifat

manajerial maka sistematika laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu :

1.Laporan Keuangan Pokok, yaitu laporan yang disusun dan disajikan dalam

rangka memenuhi tujuan Laporan Keuangan yang bertujuan umum.

2. Laporan Pendukung - Laporan Keuangan Pokok yaitu berupa lampiran,

daftar atau dokumcn tertentu yang berguna dalam penyusunanj'kompilasi

laporan keuangan darr/ atau meningkatkan kualitas laporan keuangan.
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a. Gambaran Umum Entitas

1 ) Dasar Hukum Entitas

Menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas

serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Di samping

itu,Juga diungkapkan penjelasan mengenai sifat operasi entitas

dan Kegiatan pokoknya;

2) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan entitas .

3) Basis Akuntansi

Menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dan proses

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan .

4) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan .

5) Kebijakan Akuntansi

Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh

entitas dan metode-rnetode penerapannya yang secara material

mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Pengungkapan juga harus me1iputi pertimbangan-pertimbangan

pcnting yang diambil dalam mernilih prinsip - prinsip yang sesuai .

7. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode

sebelumnya.

8. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan normatif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Selain itu juga mencakup inforrnasi tentang Kebijakan Akuntansi

yang dipergunakan oleh Entitas pelaporan dan informasi lain yang

diharuskan dan dianjurkan utuk diungkapkan didalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari :
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pcndapatan;

LO menurut sumber

d. Laporan Operasional

1) Perbandingan dengan periode yang lalu;

2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode

yang lalu;

3) Rincian lebih lanjut pendapatan

c. Penjelasan atas Pos - Pos Neraca

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan

Ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

1) Perbandingan dengan periode yang lalu;

2) Rincian lebih lanjut atas masing-rnasing akun-akun neraca;

3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode

yang lalu;

4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan; dan

5) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan .

b. Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos

Pendapatan dan Belanja dengan struktur sebagai berikut:

1) Anggaran;

2) Realisasi;

3) Persentase pencapaian ;

4) Penje1asan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

5) Perbandingan dengan periode yang lalu;

6) Penjelasan atas perbedaan an tara periode berjalan dan periode

Yang lalu;

7) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan;

8) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi,

organisasi, dan fungsi;

9) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

Lembar muka laporan keuangan; dan

10) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan .
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f. Pengungkapan Penting Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan Juga harus mengungkapkan

informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi

pembaca laporan Catatan atas Laporan Keuangan harus

mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan,

seperti:

1) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;

2) Kesalahan manajernen terdahulu yang telah dikoreksi oleh

manajemen baru;

3) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada

Neraca;

4) Penggabungan atau pernekaran entitas tahun berjalan; dan

5) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya

pemogokan yang harus ditanggulangi pernerintah .

g. Lampiran dan Daftar

Menyajikan informasi yang berisi rmcian atas angka-angka yang

disajikan pada LRA dan Neraca dan pengungkapan lainnya yang

diharuskan oleh peraturan yang berlaku termasuk lkhtisar Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)dan Ikhtisar Badan Lainnya..

e. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Perbandingan dengan periode yang lalu;

2) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun laporan perubahan

ekuitas;

3) Penjelasan atas perbedaan an tara periode berjalan dan periode

yang lalu;

4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan;

5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan .

4) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekcnomi.organisasi,

dan fungsi;

5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan;

6) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
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B. LAMPlRANPENDUKUNG - LAPORANKEUANGANPOKOK

Merupakan eatatan dari arsip manajerial yang disimpan dan diarsipkan

oleh masing-masing Unit Akuntansi Instansi.

Informasi tambahan dapat berupa :

1. Rineian yang dihasilkan dari aplikasi :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN

e. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Kementerian Negara /Lembaga melalui kPPN dan BUN

d. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Pendapatan Negara dan Hibah

Kementerian Negare./Lembaga melalui KPPN dan BUN.

e. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN -

Menurut Jenis Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian

NegarayLembaga, Pejabat Pimp inan Tinggi Madya dan Wilayah)

f. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Belanja melalui KPPN dan BUN -

Menurut Jenis Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian

Negara/Lembaga, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Wilayah)

g. Neraea dan

h. Neraea Pereo baan

2. Laporan Pengguna Barang

3. Daftar Rekening Pemerintah (dapat dengan so/teopy)
4. Daftar tabel yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan

yang andal

5. Reneana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas Temuan

Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Kementerian Negaraj Lembaga;

6. Ikstisar Laporan Badan Lainnya

7. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan.
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(D 1 R ian}aam upi

URAIAN CATAlAN
TA2xxl

% Ihd Angg
TA 20xx

ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPAlAN
Penerimaan Negara 8ukan Pajak B.1 X.XXX.YJ.X.XXX.XXX X.XXX.XXX.XXX.XXX X.XXX.XXX.XXX.XYJ.

JUMLAH PENDAPATAN X.XXX.XXX.XXX.XXX X.XXX.XXX.XXX.XXX X/XX X.XXX.XXX.XXX.XXX

BELANJA B.2.
Belanja Operasi
8elanja Pegawai B.2.1 XX.XXX,XXX.XXX.XXX XX.XXX,XXX.YJ.X.XXX X/XX XX,XXX.XXX,XXX.XXX

Belanja Barang 8,2.2 XX,XXX.XXX,XXX.XXX XX.XXX.XXX.XXX,XXX X,XX XX,XXX.XXX.XXX.XXX

8elanja Bantuan Sosial 8,2.3 . X/XX

lumlah Belanja Operasi XX,XXX.XXX,XXX,XXX XX,XXX,XXX.XXX,XXX X/XX XX,XXX,XXX,XXX,XXX

Belanja Modal 8,2,4
Belanja Modal Tanah B,2,4.1 XX.XXX.XXX.XXX.XXX XX.XXX.XXX,XXX.XXX X/XX XX.XXX.XXX.XXX.XXX

Belanja Peralatan dan Mesin 8,2.4.2 XX.XXX.XXX.XXX.XXX XX.XXX.XXX.XXX.XXX X/XX Xx. XXX,XXX.XXX.XXX

Belanja Gedung dan Bangunan 8.2,4.3 XX,XXX,XXX,XXX,XXX XX,XXX.XXX,XXX.XXX X/XX XX.XXX,XXX.XXX,XXX

Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan 8.2.4.4 XX.XXX.XXX.XXX.XXX XXXXX,XXX.XXX.XXX XJXX XX.XXX.XXX.XXX,XXX

Belanja Modal Lainnya B,2.4.5 XX.XXX.XXX,XXX.XXX XX,XXX,XXX.XXX.XXX X,XX XX.XXX.XXX.XXX.XXX

8elanja Modal Badan layanan Umum 8.2,4.6 XX.XXX.XXX,XXX.XXX XX.XXX.XXX.XXX.XXX X,XX XX.XXX.XXX.XXX.XXX

Jumlah Belanja Modal XX.XXX,XXX,XXX.XXX XX.XXX.XXX.XXX.XXX X,XX XX.XXX,XXX.XXX.XXX

JUMLAH BELANJA XX,XXX.XXX.XXX,XXX XX,XXX,XXX.XXX.XXX X,XX XX,XXX,XXX,XXX.XXX

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 20Xl DAN 20XX

1. Laporan Realisasi Anggaran

CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN
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ah){Dalam Rupi
URAIAN CATATAN 20Xl 20XX

ASET
ASETLANCAR C.l

Kasdi BendaharaPengeluaran C.1.1 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
Kasdi BendaharaPenerimaan C.1.2 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxxxxx.xxx
Kaslainnya dan SetaraKas c.1.3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
KaspadaBlU C.1.4 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx .xxx
InvestasiJangkaPendek- BlU U.S xxx.xxx.xxx.xxx xxxxxxxxx.xxx
BelanjaDibayardi Muka {Prepaid} C.1.6 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
UangMuka Belanja (Prepayment) C.1.7 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PendapatanyangMasih HarusDiterima C.1.8 XXX.XXX.XXX .XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PiutangBukanPajak C.l.9 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PenyisihanPiutangTidak Tertagih-PiutangBukanPajak c.r.io (XXX.XXX.XXX.XXX} {XXX.XXX.xxx.XXX}
BagianLancarTP/TGR 0.11 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PenyisihanPiutangTidakTertagih Bagianlancar TP/TGR Cl.12 {XXX. XXX.xxx XXX} {XXX.XXX.XXX.XXX}
Piutangdari KegiatanOperasional BLU (.1.13 XXX.xxX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PenyisihanPiutangTidakTertagih-Piutang dari KegiatanOperasional
BLU C.1.14 (XXX.XXX.XXX.XXX) (XXX.XXX.XXX.XXX)
Piutangdar; KegiatanNon Operasional BLU C.l.lS XXX.XXX.XXX.XXX XXX.xxx.XXX.XXX
PenyisihanPiutangTidakTertagih-Piutang dari KegiatanNon
OperasionalBlU Cl.16 (XXX.XXX.XXX.XXX) (XXX.XXX.XXX.XXX)
Persediaan (.1.17 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PersediaanBLU C.1.18 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
JumlahAset Lancar -

ASETTETAP C.2
Tanah C.2.1.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
TanahBLU C.2.1.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Peralatandan Mesin C.2.2.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PeralatandanMesin BlU (.2.2.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Gedungdan Bangunan (.2.3.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Gedungdan BangunanBLU 0.3.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Jalan,trigasi, dan Jaringan C.2.4.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Jalan,Irigasi, dan JaringanBlU C.2.4.2 XXX.XXX.XXX. xxx XXX.XXX.XXX.XXX
Aset Tetap lainnya C.2.S.1 XXX.XXX.XXX.xxx XXX.XXX.XXX.XXX
Aset Tetap LainnyaBLU C.2..S.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
KonstruksiDa!amPengerjaan C.2.6.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
KonstruksiDalamPengerjaanBlU C.2.6.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
AkumulasiPenvusutanAset Tetap C.2.7 (XXX.XXX.XXX.XXX) (XXX.XXX.XXX.XXX)
JumlahAset Tetap XXX.XXX.XXX,xxx XXX,XXX.XXX.XXX

PIUTANGJANGKAPANJANG C.3
PiutangTagihanTunturan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.3.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PenyisihanPiutangTagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gaoti
Rugi 0.2 IXXX.xxx.xxx XXX) {XXX.XXX.XXX.XXX)
JumlahPiutang JangkaPanjang XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX

ASETLAINNYA C.4
Aset Tidak Berwujud C.4.1 XXX.XXX.XXX XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Aset Tak Berwujud BLU C.4.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan C.4.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Aset Tak Berwujud dalarn Pengerjaanblu C.4.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Asellain-lain C.4.3.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Aset Lain-lainBLU C.4.3.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya C.4.4 (XXX.XXX.XXX.XXX) (XXX.XXX.XXX. XXX)
JumlahAset Lainnya XXX.XXX.XXX_xxx XXX.XXX.XXX.XXX

JUMLAHASET XXX.XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX.XXX

KEWAJIBAN
KEWAJIBANJANGI<APENDEK c.s

Utang kepadaPihakKetiga C.S.1 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
PendapatanDiterima di Muka C.5.2 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX
UangMuka dari KPPN C.5.3 XXX.XXX.XXx.xxx XXX.XXX.XXX.XXX
UtangIangka Pendeklainnya C.S.4 XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX

JUMLAHKEWAJIBAN xXX.XXX.XXX.xxx XXX.XXX.XXX.XXX

EKUITAS
Ekuitas c.s XXX.XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAHEKUITAS XXX.XXX.XXX.XXX.XXX XXX.xxx,XXX.XXX.XXX

JUMLAHKEWAJIBANDANEKUITAS XXX.XXX.XXX.XXX_XXX XXX.XXX.XXX.XXX.XXX

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
NERACA

PER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20XX

2. Neraca
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h)

I

(Dalarn Rupia
URAIAN CATATAN 20x! 20xx

KEGIATAN OPERASIONAl 0.1
PENDAPATAN

PENDAPATAN OPERASIONAL 0.1.1
Pendapatan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya XXX.XXX.XXX.XXX

JUMLAH PENDAPATAN - -

BEBAN OPERASIONAL 0.1.2
Beban Pegawai 0.1.2.1 XXX.XXX,XXX.XXX
Beban Persediaan 0.1.2.2 XXX.XXX.XXX.XXX
Beban Barang dan Jasa 0.1.2.3 XXX.XXX.XXX.XXX
Beban Pemeliharaan 0.1.2.4 XXX,XXX.XXX.XXX
Beban Perjalanan Oinas 0.1.2.5 XXX.XXX.XXX.xXX -

Beban Barang untuk Oiserahkan kepada Masyarakat 0.1.2.6 XXX.XXX.XXX.XXX -

Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi 0.1.2.7 XXX.XXX.XXX.XXX .
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0.1.2.8 XXX.XXX.XXX.XXX
Beban lain-lain 0.1.2.9 XXX.X"tlXXX.XXX

JUMLAH BEBAN XXX.XXX.XXX.XXX
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL D.3 XXX,XXX,XXX.XXX

KEGIATAN NON OPERASIONAL 0.4
SURPLUS!(DEFISIT) PHEPASAN ASET NON LANCAR
Pendapatan PeJepasan Aset Non Lancar XXX.XXX.XXX.XXX
Beban Pelepasan Aset Non lancar XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH SURPLUS/(OEFISIT)PElEPASAN ASH NON LANCAR 0.4.1 XXX.XXX.XXX,XXX --
SURPLUS/IDEFISIT)KEGIATAN NON OPERASIONAl LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasionallainnya XXX.XXX.XXX.XXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX.XXX.XXX.XXX -

JUMLAH SURPlUS/(DEFISIT) KEG.NON OPERASIONALLAINNYA 0.4.2 XXX.XXX.XXX,XXX
_,.-.

SURPWS!(DHISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAl 0.4.3 XXX.XXX.XXX.X\X -

POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
SURPLUSI!DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA ..__ .

SURPlUS!OEFISIT LO 0.5 XXX') :<,\\X.!'::/: -._........__-...-.... ,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR xxxxx 20Xl DAN 20XX

3. Laporan Operasional
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h)(Dalam Rupia
URAIAN CATATAN 2xxl 20xx

EKUITASAWAL E.1 XX.XXX.XXX.XXX.XXX ·
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 XXX.XXX.XXX.XXX -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

E.3 -X.XXX.XXX.XXX.XXX
KOREKSINILAI PERSEDIAAN U.1 XXX.XXX,XXX.XXX ·

SELISIHREVAlUASI ASETTETAP EJ.2 X.XXX,XXX,XXX.XXX -
KOREKSINILAI ASETTETAP NON REVALUASI EJ.3 XXX,XXX.XXX.XXX
LAIN-LAIN EJ.4 XXX.XXX,XXX,XXX ·

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 X.XXX.XXX.XXX.XXX ·
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.S XXX.XXX.XXX.XXX -
EKUITASAKHIR E.6 XX.XXX.XXX.XXX.XXX XX.XXX.XXX.XXX.XXX

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 20Xl DAN 20XX

4. Laporan Perubahan Ekuitas
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Jakarta, 2xxl /2xx2
INSPEKTURJENDERAL

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami
yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan
sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karen a itu, kami
tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan untuk
tahun anggaran 2xxl berupa Neraca per tanggal 2xxxl, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal
terse but. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah
merupakan penyajian manajemen Kementerian Perhubungan.

PERNYATAANTELAHDIREVIU

LAPORANKEUANGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

TAHUN2XXI

KOP SURAT

CONTOH FORMATPERNYATAANTELAHDr REVIU
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xxx.xxxxxxxxxxx

Jakarta, 2xx 1/ 2xx2
KEPALAKANTOR /
MENTERIPERHUBUNGAN

Laporan Keuangan terse but telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kantor /Kementerian Perhubungan yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2xxl
sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

PERNYATAANTANGGUNG JAWAB

KOP SURAT

CONTOH FORMAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB TINGKAT
KANTOR/KEMENTERIAN
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1:~:R1HUKUM
SRILESTARIRAH YU

Pembina Utama Muda (IV Ie)
NIP. 19620620 198903 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya

IGNASIUS JONAN

ttd

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jakarta, 2xx112xx2
KEPALA, .

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pe1aksanaan
anggaran dan posisi serta kinerja keuangan seeara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah.

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tingkat Wilayah
I Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku UAPPA-WIUAPPA-EI yang terdiri dari
: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (e) Laporan Operasiorial, (d)
Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2xx1 sebagaimana terlarnpir adalah merupakan tanggungjawab
kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan
Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

KOP SURAT

CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB TINGKAT WILAYAH I
PEJABAT PIMPINANTINGGI MADYA
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270jPMK.05j2014 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemcrintahan berbasis akrual pada

Pemerin tah Pusat.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213jPMK.05j2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;dan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi

Pemerin tahan;

Dasar hukum yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Instansi

Berbasis Akrual ini adalah:

B. DASARHUKUM

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi

Pcmerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun

terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual.

Tahun 2015 pcmerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis

akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang

dihasilkan dari pcnerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan

informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku

kepcntingan baik para pcngguna laporan keuangan dibandingkan dengan

basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan

salah satu prinsip akuntansi yaitu pcngungkapan paripurna atau full

disclosure.

A. LATARBELAKANG

PENDAHULUAN

BAB I

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNANLAPORANKEUANGANSAIBA

(SISTEMAKUNTANSIBERBASIS AKRUAL)

DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

: PlY!21 TABUN 2016
: 7 IVIARET 2016

NOMOl<
TA.NGGAL

LAMPIRl\.N II
PERATURAN MENTERI PERH.UBUNOAN
J~EPUBLIK INDONESIA
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7. Penyusunan Laporan Keuangan.

6. Kompleksitas pengakuan pendapatan LOdan beban,dan

5. Waktuy periode dilakukannya penyesuaian,

4. Jurnal Reklasifikasi akun Neraca,

3. Jurnal Penyesuaian,

2. Konsep pencatatan transaksi pembukuan berpasangan,

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ini mencakup gambaran bisnis

proses akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ini mencakup:

1. Siklus akuntansi Pemerintahan,

2. Entitas akuntansiy pelaporan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara, yang tidak diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

1. Entitas akuntansi/ pelaporan pada Kementerian Perhubungan dalam

menyelenggarakan akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

D. RUANGLINGKUP
Modul ini disusun sebagai pedoman bagi:

b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan

penyajian Laporan Keuangan, sehingga meningkatkan kualitas laporan

keuangan pada tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, tingkat Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya dan tingkat Kementerian.

Tujuan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual ini antara lain

adalah:

a. Menjadi pedoman para penyusun Laporan Keuangan pada Kementerian

Perhubungan untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada

mas a transisi/ awal implementasi.

C. TUJUAN
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I

Siklus akuntansi Pemerintahan tidak jauh berbeda dengan siklus

akuntansi pada perusahaan. Siklus akuntansi pada pemerintahan dimulai

dari pencatatan dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen

penerimaan, dokumen pengeluaran dan lain-lain, proses posting ke dalam

buku besar dan penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian

yang diperlukan.Yang membedakan an tara lain adalah pada akuntansi

pemerintahan tidak ada Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Ditahan.

Laporan yang mirip dengan Laporan Laba Rugi pada pemerintahan disebut

dengan Laporan OperasionaL Pada akuntansi pemerintahan juga disusun

Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Aplikasi SAIBA dikembangkan dari Aplikasi SAl berbasis Kas meriuju

Akrual. Bisnis proses aplikasi dimulai dari perekaman dokumen baik secara

manual maupun secara elektronik dan akan membentuk jurnal transaksi,

selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan

dalam laporan keuangan.Dokumen sumber yang digunakan dalam SAIBA

sebagian besar sarna dengan dokumen akuntansi yang digunakan pada basis

eTA, seperti: DIPA Petikan Satker, Revisi DIPA, SPMjSP2D, Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Memo Jurnal

penyesuaian. Dalam rangka penerapanakuntansi berbasis akrual khususnya

untuk pencatatan· pendapatan dan beban akrual dokumen akuntansi yang

diperlukan lebih lengkap.

A. PENGERTIAN
Proses Akuntansi : Proses akuntansi atau siklus akuntansi adalah

prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan

dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dalam laporan akuntansi.

BABII
SIKLUSAKUNTANSIPEMERINTAHAN
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B. BUKUBESARKAS
Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran,sebagaimana

diatur dalam PSAP02 tentang Laporan RealisasiAnggaranBerbasis Kasmaka
dalam penerapan basis akrual tetap disediakan buku besar kas. Hal In!
dikarenakan APBN disusun berdasarkan basis kas. Buku besar iru

menampung data-data yang akan tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran,
yaitu: Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan, Allotment Belanja termasuk

revisiDIPA,realisasi Pendapatan LRA,realisasi Pengembalian

Gambar. Proses Akuntansi pada KementerianPerhubungan
Dokumen sumber akuntansi merupakan input dalam proses akuntansi.
Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun dokumen
eksternal. Dokumen internal merupakan: dokumen yang dibuat sendiri oleh
entitas akuntansi (satuan kerja) untuk merekam data yang sumbernya dari

dalam atau tidak ada bukti dari pihak eksternal. Data yang diproses meliputi
data saldo awal neraca atau data realisasi anggaran periode sebelumnya, data
anggaran berupa anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang
dialokasikan kepada setiap satuan kerja, transaksi tahun berjalan meliputi
penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi akrual meliputi pendapatan dan
beban akrual, dan transaksi lainnya. Transaksi lainnya antara lain meliputi

transaksi keuangan yang tidak mempengaruhi pendapatan dan beban, seperti
terjadinya reklasifikasi pos-pos pada neraca.
Pada gambar 1 di atas pengembangan AplikasiSAIBAberpedoman pada SAP,
Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar.Dengan
demikian pengaturan pada standar akuntansi diikuti sesuai dengan kebijakan
akuntansi yang ditetapkan, prosesnya disesuaikan dengan Sistem Akuntansi
pada Pemerintah Pusat dengan menggunakan BaganAkun Standar (BAS).
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Gambar 2. Proses dan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi
Gambar 2 di atas menjelaskan bahwa dokumen sumber selain diproses dengan

jurnal kas pada buku besar kas juga diproses dengan jurnal akrual pada buku

besar akrual.

..........,.-----.---------.-~..---~----------~------.--.~-------

Laporan Akuntansi fl'.$'tansi

c. BUKUBESARAKRUAL
Dalam rangka menghasilkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas dan Neraca disediakan buku besar akrual. Buku besar ini

menampung semua transaksi akrual yang akan tersaji ke dalam laporan

keuangan selain Laporan Realiasi Anggaran sebagaimana diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Buku besar akrual akan

memuat akun nominal yang ada pada Laporan Operasional dan Laporan

Perubahan Ekuitas, serta akun riil yang ada pada Neraca. Dengan demikian

termasuk di dalamnya transaksi kas dan non kas.Transaksi kas misalnya yang

berkaitan dengan kas di bendahara penerimaan dan kas di bendahara

pengeluaran, dan transaksi non kas misalnya penyusutan, amortisasi,

penyisihan piutartg tak tertagih dan transaksi akrual lainnya.

Sebelum Laporan Keuangan disusun dilakukan penyesuaian terhadap

transaksi pendapatan akrual maupun beban akrual, sehingga prmsip

periodesitas dapat terpenuhi untuk penyajian pos-pos dalam laporan

keuangan. Proses pelaporan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pendapatan LRA, realisasi Belanja, dan realisasi Pengembalian Belanja.

Dengan demikian buku besar kas pada satuan kerja hanya digunakan untuk

menyusun LRA.Selanjutnya seluruh akun-akun LRAakan ditutup pada akhir

tahun.
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4.000.000 i

KEMl~NTERrANxxx
DfREKTOHAT,JENDERALxxx

PI~OVINSI xxx
SATUAN KERJA ABC

NEIMCA
PE~R31 DESrCMBE:I~201'1-clan 2013

Sebagai ilustrasi pada neraca akhir 31 Desember 2014 terdapat akun-akun
sebagai berikut:

Elciritas

Aku:i:rl.ula.si PenYU$'i..itan Aae t

xxx

xxx
xxx
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Akun Pendapatan Ditangguhkan pada neraca berbasis akrual tidak
disajikan lagi sebagai Kewajiban, karena sudah merupakan bagian ekuitas
satuan kerja, atau dapat dikatakan Kas di Bendahara Penerimaan sudah
merupakan bagian ekuitas pemerintah.

5.670.540.000; Ekuitas
, !

2.000.000• Utang Kepada
Pihak Ketiga

1.000.000Uang Muka dad

ICPPN

2.500.000.000Akumulasi

Pcnyusutan

60.000Perryiaihsm
PiutangTak

5.000.000.00QG-edung dan
Bangunan

Mcs in
2.000.000.000Per-alrrta.n da.n

1.000.000.000Tanah

600.000Piutang PNBP

70.000.000Persediaan

Pengel riarrm

2.000.0001(UH Lainriya di

Bend ahara

100.0()O.OOOKas eli Ben.dafia.ra

Perrerfrrraa.n

1.000.000Kas di Bendahara
Perigeru '''.:ran

Atas dasar neraca berbasis kas rnenuju akrual diatas maka dalam
aplikasi SAlBAakan dilakukan migrasi dengan jurnal sebagai berikut :
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",'

5.673.540.000..Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Ekuitas

. EKUITAS

..
3.000.000 •.Jumlah Kewajiban

Utang Kepada Pihak Ketiga

1.000.000

2.000.000
............., _ " - •.__ --l-_.._- .._ ..

Dang Muka dad KP'PN

Kewajiban .Jangka Pendek

KEWAJIBAN

5.673.5'10.000 ;
........._.- _ __ _-

Jumlah Aset

a
a

(2.500.000.000)
..............._ _ --_ _ _ + _.._. -·········-···~-·i

S.500.000.000.Jurnlah Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Gcdung dan Bangunan

2.000.000.000Peralatan dan Mesin

.Jumlah Aset Lainnya

Aset Lain-lain

ASET LAlNNNYA

1.000.000.000 ;Tanah

A.SgTTEn'Ap

1'13.540.000.rumlahAset Lancar

70.000.000Persediaan

(60.000)Penyisihan Piutang Talc Tertagih

Piutang PNBP

Kas Lainnya eli Bendahara Pengeluaran

1.000.000

KElp.Di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Aset Lancar

KEMENTERIAN XXX

DIREKTOf<AT ,JENDERAL XXX
PHOVINSI XXX

SATUAN KERJA ABC
NltJMCA

PER 1 Januari 2015

Setelah dilakukan rmgrasi akan menghasilkan neraca berbasis akrual
sebagai berikut:
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Dalam hal terjadi revisi DIPA maka dilakukan juga pencatatan revisi

DIPAdalam jurnal anggaran dengan substansi model jurnal yang sarna dengan

jurnal DIPA.Bila Pagu bertambah maka dilakukan pendebetan, dan bila pagu

berkurang dilakukan pengkreditan dengan akun pasangan Piutang dari

KUN.Pencatatan DIPA dan Revisi DIPA dilakukan berdasarkan ADK dan

dilakukan secara otomatis oleh SAIBA dengan cara mengimpor data dari

Aplikasi SPM, kecuali untuk estimasi pendapatan yang dialokasikan dilakukan

melalui perekaman secara manual.

Untuk mencatat anggaran
. DIPA

xxxUtang Kepada KUN

Estimasi Pendapatan XXX yang
dialokasikan

Jan 1

xxxPiutang dari KUN

xxx

XXX

Untuk mencatat anggaran
be a DIPA

Allotment Belanja XXX
Jan 1

B. TRANSAKSIDIPADANREVISIDIPA
Salah satu ciri dari kemandirian entitas adalah unit tersebut memiliki

dokumen anggaran sendiri. Dokumen anggaran pada satuan kerja biasa

disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPAjPetikan DIPA).Petikan

DIPAmerupakan dokumen anggaran yang dimiliki oleh satuan kerja sebagai

otorisasi kredit anggaran dan target penerimaan (bila ada). Sebelum tahun

anggaran dimulai biasanya DIPAsudah ditetapkan dan diterima satuan kerja,

dan mulai berlaku efektif sejak tahun anggaran dimulai dan berlaku selama

satu tahun

anggaran. Dalam rangka budgetary reporting (pelaporan anggaran) maka

DIPA tersebut harus dilakukan pencatatan sebagai alat kontrol realisasi

anggaran.

DIPAdicatat pada saat tanggal diterbitkannya, dalam hal diterbitkan sebelum

awal tahun anggaran dicatat sebagai transaksi awal tahun

anggaran.Pencatatan DIPAdilakukan pada buku besar kas sebagai berikut:

Catatan : Apabila terdapat koreksi setelah laporan tahurian 2014 dibuat,

misalnya: koreksi neraca berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, maka proses

migrasi harus dilakukan kembali berdasarkan laporan keuangan 2014

audited.
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Berdasarkan penyetornya, pengakuan pendapatan dapat dibedakan

menjadi pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara

Penerimaan dan pendapatan yang disetorkan ke Kas Negara oleh Wajib Bayar.

Atas pendapatan yang disetorkan oleh Bendahara Penerirnaan, pengakuan

pendapatan-LO dilakukan pada saat pendapatan diterima oleh Bendahara

Penerimaan. Bendahara Penerimaan seharusnya segera menyetorkan uang

yang diterima tersebut ke Kas Negara dalam waktu 1 x24 jam, kecuali

mendapat dispensasi dari Bendahara Umum Negara. Sementara itu untuk

pendapatan yang disetorkan oleh Wajib Bayar langsung ke Kas Negara,

pengakuan pendapatan-LO dilakukan berdasarkan penetapan dan atau

penagihan oleh Kantor ISatker yang memiliki kewenangan maupun pada saat

diterima pada Kas Negara. Untuk membukukan penerimaan yang diterimanya

serta yang telah disetorkan Ke Kas Negara, Bendahara Penerimaan melakukan

pencatatan dalam Buku Pembantu Penerimaan dan membuat jurnal

Pendapatan

PNBP

Pendapatan PNBP

Pendapatan Hibah

XUtang Kepada

KUN

x
X

xDiterima dari

Entitas Lain

x
X

Pendapatan

Hibah

Transaksi berjalan berupa penerimaan dan pengeluaran diproses dengan

cara membuat jurnal korolari atas transaksi tertentu (pendapatan dan belanja)

dengan jurnal akrual. Dengan demikian akan terbentuk buku besar kas dan

buku besar akrual pada saat dilakukan proses posting. Jurnal yang dibuat

pada buku kas maupun buku akrual tersebut antara lain pada saat

pendapatan disetor ke Kas Negara, pada saat terjadi pengeluaran Belanja

Negara, maupun transaksi pengembalian pendapatan atau pengembalian

belanja.

Berikut Pembahasan pencatatan berdasarkan transaksi periode berjalan yang
terjadi:
1. Transaksi Pendapatan

Transaksi pendapatan ditandai dengan adanya SSBP atau dokumen lain

yang dipersamakan. Terhadap dokumen sumber terse but satuan kerja

cukup merekam satu kali saja dan setelah dilakukan validasi dan posting

maka akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

C. TRANSAKSIPERIODEBERJALAN

- 11 -
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2. Transaksi Belanja / Beban Operasional Selain Barang Persediaan

Transaksi Belanja Operasional ditandai dengan adanya SPM dan SP2D.

Terhadap dokumen sumber tersebut Satuan Kerja cukup merekam satu kali

saja dan setelah dilakukan validasi dan posting maka secara umum akan

terbentuk jurnal sebagai berikut:

xPendapatan PNBP

xPiutang PNBP

Transaksi Pendapatan yang lain adalah transaksi pendapatan

berdasarkan penetapan dan belum diterirna pembayarannya. Terhadap

transaksi ini, KPAmenerbitkan ketetapan PNBP.

Transaksi pendapatan yang timbul akibat adanya penetapan pada saat
dicatat de .. sebaaai berikut:

500.000

500.000

Pendapatan
PNBP lainnya

Pendapatan
PNBP lainnya

Untuk setoran PNBP yang berasal dari Kas di Bendahara Penerimaan,

jurnal yang terbentuk di buku besar akrual harus dibalik (dikoreksi) karena

PendapatanLO te1ah dicatat melalui jurnal penyesuaian pada tanggal

pelaporan.Koreksi dilakukan dengan menggunakan menu penyesuaian pada

tanggal penyetoran. Jika setoran Rp500.000,- dilakukan oleh Bendahara

Penerimaan atas saldo di neraca sebelumnya, maka dibuat jurnal koreksi

(penyesuaian) sebagai berikut:

500.000

500.000

500.000 Pendapatan
PNBP lainnya

Pendapatan
PNBPlainnya

Diterima dari

Entitas Lain

Utang Kepada 500.000

KUN

penyesuaian pendapatan-LO pada akhir tahun untuk membukukan

penerimaan yang belum disetorkannya ke Kas Negara.

Sebagai contoh diterima pendapatan berupa sewa gedung pertemuan sebesar

Rp500.000,- maka SSPB sebagai bukti setornya akan dijurnal sebagai berikut:

- 12 -



Contoh 3: Dibayar belanja pemeliharaan kendaraan operasional sebesar

Rp200.000,- dengan menerbitkan SPM dan oleh KPPNditerbitkan SPM/SP2D.

Pada contoh kedua pembayaran belanja barang langganan daya dan jasa pada

jurnal akrual menggunakan akun beban jasa, hal ini dikarenakan Laporan

Operasional mensyaratkan klasifikasi yang berbeda dengan LRA Pada Bagan

Akun Standar belanja langganan daya dan jasa terdapat pada akun 52211X.

Jadi semua akun belanja jasa pada saat diterbitkan SP2D akan diakui sebagai

beban jasa pada buku besar akrual.

cntiras lain

100.000Ditagihkan kePiutang dari KDN

Contoh 2: Dibayar belanja langganan daya dan jasa listrik sebesar

Rp100.000,dengan menerbitkan SPM dan terbit SP2D kepada Bank

Operasional. Berdasarkan SPM/ SP2D maka satuan kerja memproses dokumen

tersebut dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Piutang dad KUN '750.000

750.000

750.000 Pitagihkan ke

750.000 Beban Pegawai

cntitas lain

Belanja Pegawai

Contoh 1: Dibayar belanja pegawai sebesar Rp750.000,-dengan menerbitkan

SPM dan SP2D kepada Bank Operasional. Berdasarkan SPM/ SP2D maka

satuan kerja memproses dokumen tersebut dan akanmenghasilkan jurnal

sebagai berikut:

x

~3e.lj:2:uJ.:':B.y.lTl g~:'
r;):c::16·~:1.r.i,:·:~5::L-ll);~'j}(:"3i

x
B,,,bL).iil!"li b',iJ:i
l'3·el:;'.f:-Tri··13ar.(t·l.~u:-i.t)-·Sos.l;':;-J,l13~~l~li'ija.:Bhiit,"l,,]i~iiSt::;:~h-U:: x.•

. ]~:e::lr:~::i~ljii:,T':"ii:dri-;~'lri~::n·i.i: .>(
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3. Transaksi Belanja Barang Persediaan
Sesuai dengan kebijakan akuntansi, persediaan dicatat menggunakan

metode perpetual dan mengikuti pendckatan aset, yaitu pencatatan

persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi

persediaan, (perolehan maupun pemakaian).Sehingga pada saat pembelian

persediaan dicatat sebagai persediaan dan pada saat digunakan dicatat

sebagai beban persediaan atau beban barang sesuai dengan peruntukannya.

Persediaan diklasifikasikan an tara lain sebagai berikut :
a. Persediaan Bahan untuk Operasional;

b. Persediaan Bahan untuk DijualjDiserahkan Kepada Masyarakat;

c. Persediaan Bahan untuk Proses Produksi;

d. Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial;

',.1 "' .

Piutang dad KUN

500.000. Beban Barrtuan
. Sosial

! 500.000 Ditagihkan ke

500.000 .

500.000 i

eutitas lain

Belanja barrtuari

sosial

Pada contoh ketiga pembayaran belanja barang perneliharan pada jurnal

akrual menggunakan akun beban pemeliharaan, hal ini dikarenakan Laporan

Operasional mensyaratkan klasifikasi yang berbeda dengan LRA.Segmen akun

pada Bagan Akun Standar untuk .Belanja Pemeliharaan menggunakan

kodefikasi akun 523XXX. Jadi semua akun belanja pemeliharaan pada saat

diterbitkan SPMjSP2D akan diakui sebagai Belanja Barang pada Buku Besar

Kas dan Beban Pemeliharaan pada Buku Besar Akrual.

Contoh 4: Dibayar belanja bantuan sosial untuk pengadaan bahan makanan

korban bencana alam sebesar Rp500.000,- dengan menerbitkan SPM dan

SP2D kepada Bank Operasional. Berdasarkan SPMjSP2D lembar 2 maka

Satuan kerjamemproses dokumen tersebut dan menghasilkan jurnal sebagai

berikut:

entitas La.iri

200.000Piutang dc:triKUN-

Pemeelilvnr-a.a n

200.000 Ditagfhkfln lee

Berdasarkan SPMjSP21) lembar 2 maka satuan kerja memproses dokumen

terse but dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:
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Dengan adanya jurnal akrual tersebut, maka persediaan yang belum

diregister akandicatat dalam kartu persediaan agar menjadi aset persediaan

definitif. Secara akuntansi akan dicatat dengan mendebet akun persediaan

dan mengkredit akun persediaan yang belum diregister. Proses pencatatan ini

dilakukan oleh petugas PersediaanjBMN melalui aplikasi Persediaan dan

SIMAK BMN. Setelah dilakukan perekaman pembelian persediaan pada

aplikasi persediaan dan ditransfer ke Aplikasi SIMAK BMN, maka akan

dihasilkan data pembelian persediaan perakundan dikirimkan datanya ke

Aplikasi SAIBAdengan jurnal sebagai berikut:

4 juta Ditagihkan lee
errti'ta s 1"<':1111

4- jutaPiutang dad KUN

4 juta4 juta Peraediaari ya.ng
belum diregister

Belanja Barang
Persediaan

Sebagai contoh dibeli barang persediaan berupa kertas A4 sebanyak 100

rim seharga Rp4.000.000,-. Barang sudah diterima dan telah diterbitkan SPM

dan SP2D kepada Bank Operasional sejumlah tersebut. Berdasarkan

SPMjSP2D tersebut, maka Satuan kerja memproses dokumen terse but dan

menghasilkan jurnal sebagai berikut:

xDitagihkan ke entitasPiutang dad KUN

x: Persediaan yang

belum diregister

Lain
x

Belanja Barang

Persediaan
x

Transaksi Belanja barang persediaan ditandai dengan adanya pengadaan

barang-barang persediaan dan diikuti dengan penerbitan SPM dan

SP2D.Pengadaan barang persediaan mungkin saja menggunakan

mekanisme SPM LS atau menggunakan Uang Persediaan. Pencatatan

transaksi berjalan dengan menggunakan UP dilakukan pada saat

SPMlSP2D GUP. Terhadap dokumen sumber terse but baik SPMjSP2D LS

maupun SPMj SP2D GUP satuan kerja cukup merekam satu kali saja dan

setelah dilakukan validasi dan posting maka akan terbentuk jurnal sebagai

berikut:

- 15 -
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Dalam metode Perpetual, secara periodik tetap dilakukan perhitungan fisik

(stock opname) untuk memastikan catatan akuntansi dan fisik persediaan
sesuai. Dalam hal terdapat perbedaan perlu dilakukan penyesuaian

sebagaimana dijelaskan pada bab selanjutnya.
4. Transaksi Belanja Modal

Transaksi Belanja Modal ditandai dengan adanya pengadaan Aset Non
Lancar dan diikuti dengan penerbitan SPMdan SP2D. Terhadap dokumen
sumber tersebut satuan kerja cukup merekam satu kali saja dan setelah
dilakukan validasi dan posting maka akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

untuk Opcrasional

(Bamng Knnsumsi)

500.000Peraediaan Bahan

Sebagai contoh pada bulan Januari 2015 terdapat pemakaian persediaan ATK
senilai Rp500.000,-. Berdasarkan pemakaian tersebut dibuat jurnal sebagai
berikut:

versc<.iiaml

Pemakaian persediaan akan dicatat sebagai beban persedian dengan cara
mendebet akun beban persediaan dan mengkredit akun persediaan. Sehingga
jurnal pemakaian persediaan sebagai berikut:
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Pada jurnal akrual aset tetap yang belum diregister akan diregister oleh

petugas BMN melalui Aplikasi SIMAKBMN. Setelah dilakukan perekaman

Pembelian Peralatan dan Mesin akan dihasilkan data registrasi printer dan

dikirimkan datanya ke Aplikasi SAIBAdengan jurnal sebagai berikut:

GOO.OOO

Aset tetap yang
belum diregister

Piutang dari RUN 600.000 Ditagihkan ke
entitas lain

Mcsin

Sebagai contoh dibeli peralatan dan mesin berupa printer 1 unit seharga

Rp600.000,-.Barang sudah diterima dan telah diterbitkan SPM danSP2D

kepada Bank Operasional sejumlah tersebut. Berdasarkan SPMjSP2D

tersebut, maka Satuan kerja memproses dokumen tersebut dan menghasilkan

jurnal sebagai berikut:

dircgister

- 17 -

x

x

x
Belanja Modal G-edung
dan Bangunan
. Belanja ,Jall;l.~rtb;iga.~i
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xPeralatan dan Mcsin

Belanja Modal
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Penjelasan atas tidak dapat dikapitalisasinya aset harus diungkapkan

secara memadai beserta as alan ditidak dapat diakuinya sebagai aset tetap di

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pada prinsipnya, jurnal penyesuaian

ini perlu dilakukan di mana terjadi kesalahan penganggaran. Jenis belanja

yang seharusnya menggunakan akun belanja barang (52) tetapi dialokasikan

dan direalisasikan dengan belanja modal (53), sehingga perlu dilakukan jurnal

koreksijpenyesuaian dengan menggunakan akun Beban Aset Ekstrakomptabel

(59S1XX).

5. Transaksi Penyediaan Uang Persediaan

Transaksi uang persediaan ditandai dengan adanya permintaan Dang

Persediaan kepada BUN melalui SPM Non Anggaran, dan diterbitkan SP2D

oleh KPPN.Pada saat terbit SP2D dicatat sebagai berikut:

200.000 '

200.000 .

Aset t.etap yang

be.l'urn diregiater

Oper-aeiorral

lairmya (belanja

modal tan.pa a.set)

Bila status belanja modal belum dapat diketahui penyebabnya sehingga

tidak dapat dimasukkan ke dalam BMN maka dilakukan penyesuaian pada

tanggal neraca sebagai berikut:

200.000

200.000 ;

Aaet tetupyang
bclum dircgistcl'

OperHsioof;l,]

La innYLI (D,~~et

ekotrnkornptnbel)
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x

x
X

t;ntit.;IS Lain

/

KUN
Pi.ut.arrg kepada

BcbuIl La.ira-Iairi

Beban Bantunrl

Soslal

x
X
X

x
X

Ase t Tetap yang
Belum Diregister
Boba.nBunge)
Beban Subsidi

Bobun Hibah

x
X

Beb,]nXXX

Belanja Lain-lain

SosiaI

Belarija' Barang

Belanja Modal

Befa.nja Bunga
Belanja Subsidi

Belanja Hibah
Bela.nja Bantuan

6. Transaksi Penggantian Uang Persediaan

Transaksi penggantian uang persediaan isi (GU isi) hanya mencatat

pengeluarannya saja, tidak rnencatat mutasi uang persediaan yang ada.

Sehingga akan dibuat jurnal sebagai berikut:

400.000

40CH)OO

I<PPN

Uang Mtlka dari

Pengeluarari

Kas di Bendahara

Sebagai contoh diajukan SPM Penyediaan Uang Persediaan sebesar

Rp400.000,dan diterbitkan SP2D kepada Bank Operasional pada hari yang

sarna. Berdasarkan SPMj SP2D tersebut rnaka satuan kerja memproses

dokurnen terse but dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

x
KPPN

Pcngcluaran
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Bila Pengembalian Uang Persediaan dilakukan dengan penyetoran ke kas

Negara, akan dijurnal dengan mengurangi akun kas di bend ahara

pengeluaran dan uang muka dari KPPNsaja.

Contoh disetorkan sisa uang persediaan dengan SSBP sebesar

Rp50.000,-ke bank BRI sebagai bank persepsi mitra KPPN setempat. Atas

perekaman transaksi terse but akan dihasilkan jurnal sebagai berikut:

'Pi1,,l.tangdari I<:UN'

P'cr_-nc]il,31-a_al'--l: I
,D'it,agihkankc " , ., i

r-----~-- ..- ..-i--~---i~--- ..-..--..-···-+-:;:;:~·:r::Z~:i[l~:ic·l,3S()~O()o-I,
:1<_f>F"-N- i I

, I
l<as Di H<>n.CI-"h"r",i! !" :}~so.ooo

I I
! I

Pada contoh pembayaran belanja barang jasa perkantoran , jurnal akrual

menggunakan akun behan jasa, hal ini dikarenakan Laporan Operasional

mensyaratkan klasifikasi menurut jenis beban yang lebih detail daripada LRA

face.

7. Transaksi Penggantian Uang Persediaan

Transaksi Pengembalian Uang Persediaan terjadi apabila satuan kerja

mengajukan SPM GU Nihil atau menyetor kembali sisa Uang Persediaan ke

Kas Negara. Atas transaksi ini akan mengurangi jumlah kas yang ada di

Bendahara Pengeluaran.

Sebagai contoh dimintakan penggantian belanjapemeliharaan

kendaraan operasional sebesar Rp350.000,OO-dengan menerbitkan SPMGU

Nihil dan KPPN menerbitkan SP2D Nihil kepada Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan SPMj SP2D Nihil maka Satuan kerja memproses dokumen

terse but dan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

~~oo.ooo Ditagihka.n lee

entitas Lain

Piutang Kepada
, KUN

300,000

Sebagai contoh dimintakan penggantian belanja jasa perkantoran sebesar

Rp300.000,- dengan menerbitkan SPM GU dan diterbitkan SP2D oleh KPPN

kepada Bank Operasional. Berdasarkan SPMjSP2D tersebut maka satuan

kerja memproses dokumen tersebut dan menghasilkan jurnal sehagai berikut:
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U·tan.g r<:£;::pada

KUN ,"----- . . . . ..__ _ _ ,_ __.. _.. ._ _..".. .L

Sebagai contoh diterbitkan SPM PP untuk pengembalian potongan sewa

rumah dinas karena terlanjur dilakukan pemotongan pada SPM Gaji Induk

sebesar Rp200.000,-. Atas perekaman transaksi tersebut akan dihasilkan

jurnal sebagai berikut:

Entitas LainKUN

x xDiterima dartKepada, Utang

SPM PP digunakan oleh Kuasa BUN maupun satuan kerja untuk

mengembalikan penerimaan PNBP dan penerimaan lainnya. Pada saat

diterbitkan SPM PP oleh Satker atas penerimaan PNBP akan dicatat sebagai

berikut:

8. Transaksi Pengembalian Pendapatan

Pengembalian pendapatan adalah transaksi atas pengembalian

penenmaan ke kas negara pada waktu sebelumnya, baik pengembalian

pendapatan TA berjalan maupun TA yang lalu. Dokumen pengembalian

pendapatan meliputi: SPM PP, dan dokumen lainnya yang dipersamakan.

SPM PP digunakan untuk mengembalikan penerimaan negara bukan pajak

dan penerimaan lainnya.

....... _ _ _ .__ ._.........•.•. ,. ,.•.••ir."._."_ _.. ..__ ~". ._,, _ , ,_ j

Kas Di Bcndahara

50.000Va.ng Muka dad

KPPN

50.000

Perigeluarari
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I
,I., _ .. _._ .. __

200.000"BelanjaModal

KUN

Apabila dilakukan pengembalian atas belanja modal maka akan mengurangi

aset yang bersangkutan, sehinggajurnalnya sebagai berikut:

Dinus

200.000Belanja Barang
I,---- ..-....-·".~,,····,~~~······~:·····-i-·-··-·····---·-_···,·..,·······_·l-···---····..·•...' .,.~......--- ..L"". ..,.. - - - --

200.000 t Behan Perjala na n

Entitas LairiKUN

Sebagai Contoh dikembalikan kelebihan belanja perjalanan dinas bulan Maret

2015 pada tanggal 10 April 2015 sebesar Rp200.000,- dengan SSPB ke Bank

Persepsi. Atas perekaman SSPB, transaksi terse but akan dihasilkan jurnal

sebagai berikut:

xBeh.\11ja XXX

xDitagihkan
kepada errtitas
Lain

xPiutang Kepada
RUN

9. Transaksi Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja adalah transaksi atas pengembalian belanja yang

sudah dilakukan oleh satuan kerja atau pihak ketiga atas nama satuan

kerja atas. Belanja yang telah terjadi sebelumnya karena satu atau beberapa

sebab sehingga harus dikembalikan ke kas negara. Dokumen yang

digunakan untuk pengernbalian belanja ini meliputi SSPB dan SSBP. SSPB

digunakan apabila pengernbalian belanja negara dilakukan pada tahun

anggaran yang sarna, sedangkan SSBP digunakan apabila pengernbalian

dilakukan pada periode berikutnya.

Pengembalian belanja negara tahun anggaran berjalan dengan SSPB

dilakukan dengan pencatatan sebagai berikut:
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Dengan demikian jurnal koreksi kesalahan terse but masih memerlukan

tindak lanjut untuk menyesuaikan nilai aset tetap, atau masih menjadi bagian

dari Konstruksi dalam pengerjaan. Jika menyesuaikan aset maka aset tetap

yang belum diregisterakan didebetdan aset tetap dikredit. Apabila belanja

Kernb ali Belanja

ModalTAYL

Pendapatan PNBP
Lainnya-·

Peneriulaan

KUN

Khusus pengembalian belanja modal tahun anggaran sebelumnya dilakukan

dengan SSBP dengan akun Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran

yang lalu dan direkam oleh satuan kerja dengan pencatatan sebagai berikut:

LEli11nya~LO

200.000200.000 Peridapatan PNBPPendapatan PNBP

=Pengembalian

Belanja Lainnya

TAYL

en Litas LainKUN

Sebagai Contoh disetor kembali kelebihan belanja perjalanan dinas bulan

Desember 2014 pada tanggal 10 April 2015 sebesar Rp200.000,- dengan SSBP

ke Bank Persepsi. Atas perekaman SSBP, transaksi tersebut akan dihasilkan

jurnal sebagai berikut:

Lainnya

Pendapatan PNHPxPendapatan PNBP
Lainnya

x

Entitas LainKUN

Pengembalian belanja negara tahun anggaran sebelumnya dilakukan dengan

SSBP dengan akun pengembalian belanja XXXtahun anggaran yang lalu. Dan

direkam oleh satuan kerja dengan pencatatan sebagai berikut:

- 24 -



I

Penyesuaian merupakan sarana memutakhirkan data dalam akuntansi

berbasis akrual. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun

pendapatan dan beban akrual, sehingga laporan yang akan disajikan

memenuhi konsep periodesitas dan bahkan dapat memenuhi prinsipmatching
cost againts revenue, walaupun dalam pemerintahan tidak terlalu ditonjolkan.

Dengan penyesuaian pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai

pendapatan yang sesungguhnya yaitu semua hak yang sudah diterima

maupun belum

BABIV
PENYESUAIAN

Setelah transaksi tahun berjalan dilakukan pencatatan dalam jurnal buku kas

dan buku akrual pada akhir periode pelaporan akan dilakukan penyesuaian

terhadap seluruh pos-pos yang berkaitan dengan pendapatan maupun beban

akrual termasuk melakukan reklasifikasi sebagaimana akan dibahas pada

bab-bab berikutnya.

Akun Aset Tetap yang belum diregister akan dijurnal balik dengan akun aset

peralatan dan mesin pada saat penyetoran melalui data kiriman SIMAKBMN

atau dengan jurnal manual.

I
i
I
\

..."~..l

Kembali Belanja

Modal TAYL

20 juta

I
............................_..._ ...._ ...._ .... _._ ......•.)....•....

20 juta Aset Tet:apyang
hclum diregister

Penda.patari PNBP

Lainnya >­

Penerimaan .

KUN

modal yang terealisasi tidak selesai 100% maka dikreditkan pada Aset

konstruksi dalam pengerjaan.

Sebagai contoh disetor kembali kelebihan belanja peralatan dan Mesin bulan

Desember 2014 pada tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp20.000.000,- MAP

423953 dengan SSBP ke Bank Persepsi. Atas perekaman SSBP, transaksi

tersebut akan dihasilkan jurnal sebagai berikut:
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2015 disetor ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2016. Jurnal

penyesuaian yang dibuat pada tanggal penyetoran adalah sebagai berikut:

Bila pada periode berikutnya terdapat penyetoran uang yang ada pada

bendahara penenmaan di atas pada saat tersebut juga dilakukan

penyesuaian saldo kas di bendahara penerimaan. Misalnya saldo kas di

bendahara penerimaan per 31 Desember

(,-,-,..;-, -.---.-j__-.".••- -.--~---.--.~.- -.-- - -."..--'--- --..-- " "..","." --"_._-_.__ --.""." ",,,,,.,,..,,,,,,.,

!---~---~~+~~'"'~'"~--'~-''---''''--'''''-::.''' ... ~ ._- .
Untuk:mencatatpendapatari yang

masih ada di Bendahara
Penerimaati

apat.ari PNBP xxxx

A. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Satker yang masih ada pada akhir

periode pelaporan mengindikasikan masih adanya penerimaan negara yang

belum disetor ke kas negara. Penerimaan tersebut belum dapat diakui

sebagai pendapatan LRA, tetapi harus diakui sebagai pendapatan dalam

laporan operasional. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian sebagai

berikut:

diterima, tidak sebatas kas yang diterima saja. Demikian pula beban, yang

merupakan kewajiban atau pengorbanan yang terjadi pada periode akuntansi

tersebut.

Penyesuaian dilakukan antara lain untuk:

1. Kas di Bendahara Penerimaan;

2. Pendapatan Yang Masih Harus DiterimajPiutang PNBP;

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;

4. Pendapatan Diterima Dimuka;

5. Belanja Dibayar Di Muka;

6. Uang Muka Belanja;

7. Belanja yang Masih Harus Dibayar;

8. Persediaan;

9. Penyisihan PiutangPenyusutan;

10. Koreksi Antar Beban;
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Bila pada periode berikutnya terdapat pernbayaran atas piutang yang

tersaji pada Laporan Keuangan akhir tahun pada saat terse but juga dilakukan

penyesuaian saldo piutang. Misalnya wajib bayar PNBPpada tanggal 5 Januari

I Untulc mCl1catat PNBP yang bclum

dibauar oleh. wajih bauar

xxxx

Pada awal periode berikutnya jurnal tersebut dilakukan reversal Jurnal

pembalik.

Untuk pendapatan yang seharusnya sudah diterima pada periode berjalan

tetapi belurn diterima sarnpai dengan tanggal pelaporan diakui sebagai

piutang. Sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

. Pendapatan PNBP xxx

xxxDes 31 PendapatanPNBPYangMasih

Harus Diterirna

B. Pendapatan PNBPYang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan PNBP yang

seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima

pembayarannya atau belum disetor ke kas negara. Pendapatan ini belum

dicatat sebagai pendapatan menurut basis kas, tetapi sudah dapat diakui

sebagai pendapatan akrual dalam laporan operasional dan

harus disajikan di neraca sebagai pendapatan yang masih harus

diterima. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengakuan pendapatan ini

seperti surat perjanjian, transaksi bisnis berjangka dan lain-lain. Jika

terdapat dokumen seperti diatas dan diketahui atau dapat dihitung nilainya

rnaka dicatat dalarn jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal di atas berlaku juga untuk penyetoran saldo kas di bend ahara

penerimaan per 31 Desember 2014, yang dilakukan pada tahun 2015.

~
", . __."., .. __ .... ".. ,,1..,_... L.Penerimaan.

l~~""""""'''''''~-''---+--'~--'-~''''''''''-''''--'~''''''""""""""" .._',,,,."•."'''-'''' ..,,,,,,,,_.,,-,,.,,,,,""'''''' ..'"",·"···,,,,,,1,,..··,,,·,·.,.,.,'''..',','"",,,".','.",.," ,.•,",."..•..,., ,. L ,.." ,,,.._.,,,,.,,--..,,,.._.,,, ,,,,,,••,,+
menuesuaikari leas yang

disetor dan Bendahara

xxxx
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Bila pada periode berikutnya terdapat penyetoran uang yang ada pada -

bendahara pengeluaran di atas pada saat terse but juga dilakukan penyesuaian

saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran.Misalnya saldo kas di bendahara

penerimaan per 31 Desember 2015 disetor ke kas negara pada tanggal 5

Januari 2016. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal penyetoran

adalah sebagai berikut:

masih ada eli Ben.dahara
Pertqelu.aran.

Jurnal di atas berlaku juga untuk pelunasan saldo piutang PNBP per 31

Desember 2014, yang dilakukan pada tahun 2015.

C. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang

berasal dari Uang persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum

disetor kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti

honorarium pegawai, atau pajak yang belum disetor.

Dalam hal terse but harus disajikan sesuai dengan substansinya. Jurnal

yang mungkin akan dibuat adalah sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan bunga jasa giro yang belum

disetor, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah:

diiunassi l-uajib baym-

2016 rnelakukan pelunasan pernbayaran atas piutang PNBP Tahun 2015.

Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal penyetoran adalah sebagai

berikut:

- 28 -



/

Akun Potongan pajak yang belum disetor rnerupakan akun kewajiban bagi

satuan kerja pada Kementerian Perhubungan.

m.encatctt potonqan. yang
maeih. ada di Bend.ahara
Penqeluaran:

Pengeluaran
Ut.ang Potongan Berrdahara yang
Belurn Disetor

Pada saat uang pihak ketiga diserahkan kepada yang berhak, dilakukan

penyesuaian kembali atas saldo kas lainya di bendahara pengeluaran dan

utang kepada pihak ketiga.

c. Kas Lainnya di Beridahara Pengeluaran merupakan potongan pajak oleh

bendahara pengeluaran, tetapi belum disetor ke kas negara. Pajak ini

seharusnya segera disetor ke kas negara, dan rncrupakan pendapatan pada

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Atas pajak yang belum

disetor tersebut jumal penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

...... )
Pengeluaran

Pe.n.geluaran
.Utnng Kcpada Pih
Un:tu.k lnencatat per_tdapatClrtyang
rncusih:ada eli Berid.ahara.

Jurnal di atas berlaku juga untuk penyetoran saldo kas lainnya di Bendahara

Pengeluaran per 31 Desember 2014, yang dilakukan pada tahun 2015.

b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan uang pihak ketiga yang

sudah dibelanjakan (dibebankan pada DIPA), tetapi belum diserahkan

kepada yang berhak. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah sebagai

berikut:

Urituk; menyesiwikan. Kas Lainruja

di Bendahara Penqetuaratiyang

Lelah disetor

xxx. Pendapatan Ja.saGiro
. Ras Lainnya

Pengeluaran

- 29 -



I

Untuk periode berikutnya secara berkala dilakukan pengakuan pendapatan

untuk masing-masing porsi pengakuan.

E. Belanja Dibayar Di Muka

Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun

berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga

pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat

pembayaran tersebut. Untuk mengidentifikasi belanja dibayar dimuka perlu

melihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak

atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Seperti

jasa sewa, domain website dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi

Kantor/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pemberi

kerja.Jikamasa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran

maka dilakukan koreksi terhadap beban pada laporan operasional dan

disajikan pada pos belanja dibayar dimukapada neraca.

apaianUntuk: menuesuaikari
..PNBP T'ahun. Berjalan.

xxxx
xxxDes 31 ; Peridapatan PNBP

i Pendapatan PNBPDiterimaDi
I

I Muka

D. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan bukan pajak yang

sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah

sepenuhnya karena

masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang dan

jasa di kernudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan

pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan ini

berupa Pembayaran PNBP untuk masa melebihi tanggal pelaporan, dan lain­

lain.

Pendapatan yang diterima dimuka tetapi untuk masa yang melewati

tanggal pelaporan:
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Atas pengembalian melalui potongan berikutnya dicatat sebagai

pengurang Akun Dang Muka Belanja Pegawai.
G. Belanja YangMasih Harus Dibayar

Belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau
kewajiban KantorI Satker kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan
keuangan belum dapat dibayarkan. Tagihan pihak ketiga belum dapat

dibayarkan bisa saja disebabkan dana yang tersedia pada tahun berjalan

tidak mencukupi, atau belum dibayarkan karena alasan lain, sehingga
harus menunggu anggaran tahun berikutnya. Kewajiban yang belum dapat
dibayarkan adalah kewajiban Kantor/ Satker kepada pegawai atau pihak

Behan Pegawai 15.000.000

15.000.000Des 31 Uang Muka Belanja Pegawai

Sebagai contoh pada bulan September 2015 seorang Pegawai diberikan
persekot pegawai sebesar Rp20.000.000,- sampai akhir tahun yang sudah
dilakukan pengembalian melalui potongan gaji sebesar Rp5.000.000,-. Atas
kejadian tersebut dibuat penyesuaian sebagai berikut:

BebariXx'X xxx

xxxDes31 ; UangMukaBelanja XXX
(prepayment)

masing.
F. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja adalah pembayaran dimuka atas belanja yang
diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil
pekerjaarr/jasa. Apabila ada pembayaran Uang Muka Belanja sedangkan
prestasi pekerjaan belum diselesaikan seluruhnya atau sebagian, atau
pembayaran tersebut belum dikembalikan, maka terhadap pengeluaran
belanja tersebut pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Uang Muka Belanja

dan mengkreditakun beban yang sesuai.

Pada periode berikutnya dilakukan pengakuan beban sesuai porsi masing-

Unftlk menuesuaikari beban. JaSG.
aias sewa uniuk: tahuri berikutruje, I

xxxx
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Dalam menghitung besarnya belanja pegawai yang masih harus

dibayar maka perlu diperhitungkan semua komponen belanja pegawai

yang terutang yang akan dibayarkan pada periode berikutnya. Semua

komponen belanja tersebut seperti kenaikan golongan pegawai akan

berpengaruh pada tunjangan istri, tunjangan anak dan lain-lain.

2. Belanja Pemeliharaan Yang Masih Harus Dibayar

Untuk Beban pemeliharaan yang belum dibayar sampai akhir tahun dan

masih harus dibayar dibuatjurnal sebagai berikut :

[Jntuk mencaiai .

xxxBelanja Pegawai yang masih harus

dibayar

Belanja yang masih harus dibayar tersebut di atas harus diideritifikasi pada

akhir tahun oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan bahwa

terdapat belanja yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran,

berdasarkan bukti-bukti yang ada dan bukan perkiraanyestimasi, seperti:

SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan, daftar hadir, tagihan dari penyedia

barang/jasa, BASTdan lain sebagainya. Selanjutnya dibuatkan daftar untuk

diserahkan kepada petugas bagian akuntansi (SAl) untuk dibuat

rekapitulasi dan memo jurnal penyesuaian.

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Belanja pegawai yang masih harus dibayar adalah hak pegawai atau

kewajiban pemerintah kepada pegawai yang pada tanggal pelaporan

keuangan belum dapat dibayarkan. Untuk beban pegawai yang belum

dibayar sampai akhir tahun dan masih harus dibayar dibuat jurnal

sebagai berikut:

ketiga yang pada tahun berjalan belum dibayarkan karena belum diajukan

pembayarannya atau dana yang tersedia tidak mencukupi.

Belanja yang masih harus dibayar dikelompokkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar;

2. Belanja Barang yang masih harus dibayar;

3. Belanja Modal yang masih harus dibayar;
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Dalammenentukan beban jasa yang terutang biasanya didukung berupa
dokumen atau informasi elektronik yang rnenunjukkan beban jasa yang
terutang pada akhir periode pelaporan, seperti tagihan rekening listrik,
rekening telepon dan lain-lain.

Pada saat pembayaran belanja-belanja yang masih harus dibayar tahun
sebelurnnya, dilakukan penyesuaian dengan cara rnendebet akun belanja yang
rnasih harus dibayar dan rnengkredit akun beban pada tanggal yang sarna.

Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka
harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk rnenentukan besarnya nilai

pada jurnal penyesuaian.
4. BelanjaModalYangMasihHarus Dibayar

Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak
rnempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan

pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya
aset yang diperoleh.Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah
diperolehyang belum dibayar diakui sebagaikewajiban,

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun
sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara rnendebet akun belanja
yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang
sarna. Dalam hal penyesuman tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi,

maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya

nilai pada jurnal penyesuaian.

Irartrs.. Bdarlja Bararig yc:~l1g

dibayar

Uni'l.lT<;mencatat beban. yang
harue dibauar periode berikuinua

xxx-
xxx

3. Belanja Jasa YangMasih Harus Dibayar
Untuk belanja jasa yang belum dibayar sampai akhir tahun dan

masih harus dibayar dibuat jurnal sebagai berikut:

Uniuk:mencatat bebari yang tnasih.
harus clibayar periode berikutnya

xxxBelanja Bar-ang yang masih hnr us

•ciibayar'
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Bila terdapat selisih kurang hasil opname fisik dengan catatan persediaan

akhir yang yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat, maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan

menambah beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan

mengurangi akun persediaan. Sehingga dibuat jurnal sebagai berikut:

Untuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada

masyarakat, dan belanja bantuan sosial perlu dibuat jurnal yang berbeda,

yaitu menggunakan akun

pasangan beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau akun

beban bantuan sosial atas penyesuaian saldo persediaan akhir hasil opname

fisiko

a. Persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat

Urttuk:mencatat sisa persediaan.

umum.

H. Persediaan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya

diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk

persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada

masyarakat, dan belanja bantuan sosial.

Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan

termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi

rusak atau usangWalaupun secara fisik persediaan masih ada tidak

diperhitungkan sebagai saldo persediaan Apabila saldo persediaan akhir

yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka

dicatat sebagai pengurang persediaan, dengan demikian jurnal

penyesuaiannya dibuat sebagai berikut:

- 34 -



I

Dalam hal sudah terdapat saldo pada akun penyisihan piutang tak

tertagih sebelum dilakukan penyesuaian, makajumlah beban penyisihan

memperhitungkan saldo akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih.

Dalam hal bersaldo negatif, maka beban penyisihan piutang tak tertagih dapat

dikredit dan disajikan dalam Laporan operasional sebagai beban negatif.

Tertagih
l·~····~,,,···.,,··,·,,·,,,"··-"··"-'''-''-·'''''''·'·''--····-''·.,, ,..•..._.__ ""-- _-- ,, , - .

Penyisihan Piutang TaleTertagih

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dalam rangka penerapan nilai

bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Penyisihan piutang

dilakukan dengan cara mengestimasi berapa penyisihan piutang yang

diestimasi dalam rangka penyajian wajar tersebut, sehingga pada penerapan

pertama kali diakui sebagai beban penyisihan tak tertagih,dan dibuat jurnal

sebagai berikut:

xxxPeraediaan

hasil opnameUniuk: mencatat selisih. kuranq j.-.r>"."C',<.rI

persediaan. dan: belanja bantuan sosial.

Bila berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan ada selisih kurang

persediaan dibandingkan dengan catatatan terakhir yang yang diperoleh

dari belanja bantuan sosial dan pemakaiannya, maka jurnal penyesuaian

yang dibuat adalah dengan menambah beban bantuan sosial dan

mengurangi akun persediaan. Sehingga dibuat jurnal sebagai berikut:

b. Persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan sosial

..' .'rintuk men'catat selisih fo~rangp~rsedi~(1n 11d;'il'.'

.pereediaan. dan belanja baranq yang akari diserahhan kepada
masuarakcu:
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Atas transaksi tersebut seharusnya dicatat sebagai beban jasa, jika diketahui

pada kesalahan pada periode berjalan, dilakukan koreksi dokurnen sumber

berupa ralat SPP/ SPM. Jika diketahui pada proses penyusunan laporan

Entitas Lain
xxx

xxx

~xx Ditagihkan keUtang kepada KUN
I·····-'-·~·---,.·..·..··'·"·"-'··..-~,,.,···"'- ..,·~..--+··" '"''''''''.."".,'--t,,,.·,·, ,. "",.··,,..,·,·,·,..···,·,·,···..·+,..,','."." " ,.."""."..,, " ,,--.-----., ..- ..,,.,",-'" " , , , ,..__,_ -_..----" , - ..{

Bebanxxx .
Perneliharaan

Belanja Bari;rng

K. Koreksi Antar Beban

Koreksi antar beban adalah koreksi beban yang terlanjur dicatat pada

akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya. Contoh: satuan

kerja mencatat pernbayaran tagihan listrik dengan rnenggunakan akun

pemeliharaan gedung (523XXX)sehingga dicatat sebagai berikut :

Arnortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujud secara sistematis

yang dilakukan setiap periode akuntansi dalarn jangka waktu tertentu. Nilai

amortisasi masing-rnasing periode diakui sebagai beban amortisasi yang

disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak

berwujud pada neraca. Sehingga pada saat dilakukan arnortisasi dilakukan

pencatatan jurnal sebagai berikut:

xxxAkumulasi Penyueutan

Apabila piutang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat

keputusan penghapusan piutang, rnaka dilakukan pencatatan dengan

rnendebet akun penyisihan piutang tak tertagih rnengkredit akun piutang.

J. Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan selarna rnasa rnanfaat aset yang bersangkutan. Nilai

penyusutan untuk rnasing-rnasing periode diakui sebagai pengurang nilai

tercatat aset tetap dalarn neraca dan sebagai beban penyusutan dalam

laporan operasional. Sehingga pada waktu dilakukan penyusutan

dibuatjurnal sebagai berikut:
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Setelah dilakukan jurnal ini, maka pada Neraca telah muncul Aset Tetap yang

belum diregister dan pengurangan beban pemeliharaan pada LO.

Setelah dilakukan jumal ini, maka pada Neraca akun Aset Tetap yang belum

diregister telah hilang dan muncul akun beban pemeliharaan.

Contoh sebaliknya adalah terjadi kesalahan penerbitan SPM/SP2D, pembelian

printer yang seharusnya dibebankan pada akun belanja modal (53XXXX),

namun di bebankan pad a akun belanja pemeliharaan (523XX)X, dan tidak

dapat dilakukan lagi koreksi SPM/SP2D.

Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada LO akan muncul beban

pemeliharaan. Untuk mernbetulkannya, dilakukan jurnal sebagai berikut:

Hal ini dilakukan hanya jika proses ralat SPM/SP2D tidak dapat dilakukan

oleh satuan kerja.

L. Koreksi Antar Beban dan Aset

Koreksij'reklasifikasi aset menjadi beban atau sebaliknya, beban menjadi

aset, apabila terjadi kesalahan pembebanan akun belanja yang tidak dapat

lagi dilakukan ralat SPM/ SP2D. Koreksi dilakukan dengan jurnal

penyesuaian.

Contoh:

Terjadi kesalahan penerbitan SPM/SP2D, pengecatan gedung yang

seharusnya dibebankan pada akun belanja barang pemeliharaan (523XX)X,

namun dibebankan pada akun belanja modal (53XXXX),dan tidak dapat

dilakukan lagi ralat SPM/SP2D.

Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada Neraca telah muncul akun Aset

Tetap yang belum diregister. Untuk membetulkannya, maka dilakukan

jurnal sebagai berikut:

xxx
xxx

I Beban Perneliharaan

Des31 BehanJasa

keuangan dan tidak memungkinkan adanya ralat SPP/ SPM, maka dilakukan

jurnal koreksi antar beban sebagai berikut:
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BABVI

JURNAL NERACA/REKLASIFlKASIDANJURNALASET

Agar neraca yang disajikan pada tanggal pelaporan dapat mencerminkan

tingkat likuiditas aset yang dimiliki dan jangka waktu jatuh tempo kewajiban

maka diperlukan reklasifikasi dalam pos-pos Aset dan Kewajiban. Berikut

beberapa pembahasan reklasifikasi akun-akun neraca.

A. REKLASIFlKASI

Pada pos aset apabila terdapat aset non lancar yang kemungkinan dapat

dicairkan dalam mas a satu periode pelaporan dilakukan reklasifikasi ke dalam

bagian lancar aset non lancar. Termasuk dalam akun yang memerlukan

reklasifikasi misalnyaTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR). Dalam hal terdapat akun yang direklasifikasi maka dilakukan

dengan mendebet akun bagian lancar dan mengkredit akun aset non lancar.

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Penyesuaian untuk periode yang lebih pendek dapat dilakukan dalam rangka

penyajian yang lebih wajar.

BABV

WAKTU/PERIODE DILAKUKANPENYESUAIAN

Pada umumnya penyesuaian dilakukan setiap akhir periode atau akhir

tahun.Beberapa jenis penyesuaian dilakukan setiap semester sesuai dengan

peraturan teknis yang sudah ada. Berikut tabel periode penyesuaian untuk

masing-masing pos Zakun:
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1. Saldo Awal

Saldo Awal Aset yang belum dimasukkan dalarri neraca sebelumnya

harus dimasukkan ke neraca.Hal ini dimungkinkan terjadi atas aset yang

sebetulnya sudah dimiliki Kantor /Batker pada periode sebelumnya namun

tidak disajikan di neraca. Bila diketahui adanya aset tersebut pada periode

Pada proses pencatatan BMN terdapat beberapa jerus transaksi yang

berkaitan dengan aset tetap yaitu:

1. Saldo awal

2. Pembelian, atau pengadaan aset

3. Perolehan /Pegembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

4. Penyelesaian KDP

5. Transfer Keluar

6. Transfer Masuk

7. Penghentian Aset

8. Penggunaan kembali Aset

9. Hibah Masuk

10. Hibah Keluar

11. Rampasany Sitaan

B. JURNALASET

Pada pos kewajiban apabila terdapat kewajiban jangka panjang yang harusnya

dilunasi dalam mas a satu periode pelaporan dilakukan reklasifikasi ke dalam

bagian lancar Utang Jangka Panjang. Termasuk dalam akun yang memerlukan

reklasifikasi ini misalnya Utang Luar Negeri, Utang Dalam Negeri, dan Utang

Jangka Panjang Lainnya. Karena Utang jangka panjang tersebut hanya

dikelola oleh Bendahara Umum Negara, maka pada satuan kerja pada

umumnya tidak terdapat reklasifikasi pos kewajiban ini.

Untuk rnenc-atCl! reklasifikasi asset Tagt7'~W1Penjualan. Angsuran

. 'I'urrtutan Perbendaharaanf XXX.
Tuntuian Ganti Rug!

xxx
Anqsurari

xxx

xxx ..Des 31 Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angs'uran (TPA)
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3. PerolehanjPegembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu bend a berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam

Pengerjaan (KDP)jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa

yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya

perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih

dalam proses pengerjaan. Pengadaan aset tetap yang melalui proses

pembangunan (KDP)dan tercatat dalam kartu KDPmaka dalam SAIBAakan

dicatat sebagai berikut:

modal ridak dilcapifalisasi]

yang belUl)1diregisterAset '

Pembelian aset tetap yang sudah dicatat dalam SIMAKBMN (diregistrasi) dan

merupakan aset ekstrakomptabel maka dalam SAlBA akan dicatat sebagai

berikut:

Aset,Tetap yang belurn

2. Pembelian atau pengadaan aset tetap:

Pembelian aset tetap yang sudah dicatat dalam SIMAK SMN

(diregistrasi) dan merupakan aset intrakomptabel maka dalam SAlSA akan

dicatat sebagai berikut:

berjalan akan dicatat sebagai bagian dari saldo awal, namun tidak

dilakukan penyajian ulang atas neraca sebelumnya. Oleh karena itu

transaksi saldo awal irn dalam basis akrual diakui sebagai bagian dari

koreksi. Pencatatan aset tersebut akan menambah ekuitas pada periode

berjalan. Dengan demikian pencatatannya adalah sebagai berikut:
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6. TransferMasuk
Yang dimaksud dengan transfer masuk ini adalah penerimaandari

entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi. Baik

pada tingkat bawah (antar Satker dalam Kementerian Perhubungan) atau
tingkat atas (antar satker dan antar K/L). Transaksi ini dicatat dengan
menambah aset dan mengkredit akun transfer masuk. Akun transfer masuk
ini merupakan akun penambah ekuitas pada periode berjalan. Transfer
masuk ini dicatat sebagai berikut:

..Aset Tctap

Transfer' Keluar

xxx

5. Transfer Keluar
Yang dimaksud dengan transfer keluar ini adalah pengiriman ke

entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi. Baik
pada tingkat bawah (antar satker dalam Kementerian Perhubungan) atau

tingkat atas (antar satker dan antar K/L).

Tansaksi ini dicatat dengan mengurangi aset dan mendebet akun
transfer keluar. Akun transfer keluar ini merupakan akun pengurang
ekuitas pada periodeberjalan. Transfer keluar ini dicatat sebagai berikut:

xxxKonsrruksi Dalarn Pengerjaan

4. PenyelesaianKDP
Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang

bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan,
irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi
tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
perolehannya. Apabila aset tetap yang diperoleh melalui proses
pembangunan (KDP)telah selesai pembangunannya dantelah tercatat dalam
kartu KDPmaka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
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Aset Tetap
,.".." "'..".......•......•.., .

Akumulasi penyua'utan -

Aset Totap

lainnya

xxx

8. Penggunaan Kembali Aset

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

KantorjSatker tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila Aset tersebut

digunakan kembali baik dengan biaya tambahan maupun tanpa biaya

tambahan maka aset tersebut dikembalikan dari aset lainnya ke Aset Tetap

sebelumnya. Bila terdapat biaya tambahan semacam overhaul atau biaya

pemindahan fisik aset agar terpasang dengan baik, maka biaya yang

dikeluarkan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset. jurnal yang untuk

mencatat penggunaan kembali aset tersebut sebagai berikut:

Lainnya

Akumulasi Penyuautan- Aset Tetap

xxxpenyusutan - Aset

xxxAset Tetap

Transaksi transfer keluar dan transfer masuk merupakan transaksi an tar

entitas yang akan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

7. Penghentian Aset tetap Dari Penggunaan

Suatu aset dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak

memenuhi definisi aset tetap, sehingga aset terse but dipindahkan kepos aset

lainnya sesuai nilai tercatatnya, yaitu nilai perolehan dan nilai akumulasi

penyusutan aset. Sehingga pada saat penghentian dijurnal sebagai berikut:
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Mekanisme penyerahan dan pencatatan aset keluar dilaksanakan sesuai

dengan peraturan yang mengatur mengenai BMN.

11. Rampasan

Aset tetap yang diperoleh dari rampasan yang sah menurut peraturan

perundang-undangan dicatat sebagai aset KantorjSatker dengan mengkredit

pendapatan dari rampasanj sitaan pada laporan operasional. Atas transaksi

perolehan dari rampasanj sitaan tersebut dicatat sebagai berikut:

Aset Tetap
Akurrrulaai Penyusutan

Mekanisme penerirnaan dan pencatatan hibah dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan yang berlaku mengatur mengenai akuntansi hibah.

10. Penyerahan Aset Keluar dari Entitas Pemerintah Pusat

Aset Pada Kantor j Satker yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset

tetap dan atau aset lainnya, kemudian diserahkan secara sukarela kepada

Pemerintah Daerah.

masyarakat tanpa adanya kornpensasi yang diterima dicatat sebagai

beban pelepasan aset. Dengan dernikian jurnalnya sebagai berikut:

Aset Tctap

xxxPengesahan. Hibah Langsung

9. Hibah Masuk

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa

persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non

pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh

satu unit Kantor j Satker tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap

tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Apabila

perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka

perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Sesuai

peraturan yang berlaku pendapatan hibah diakui oleh BUN dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), sehingga KantorjSatker

yang menerima barang melakukan pengesahan sesuai mekanisme yang

ditetapkan. Setelah dilakukan pengesahan perolehan aset tetap dari

pemberian hibah pihak ketiga dicatat sebagai berikut:
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Hasil Penjualan Aset pada basis kas seluruhnya diakui sebagai

pendapatan PNBP, pada basis akrual yang diakui sebagai pendapatan

(surplus atas penjualan Aset tetap) adalah selisih lebih an tara harga jual

dengan nilai buku Aset tetap, sehingga terdapat perbedaan penilaian atas

pendapatan tersebut.

Apabila selisihnya negatif maka akan diakui sebagai defisit atas

penjualan aset tetap. Hal ini menimbulkan kerumitan dalam akuntansinya,

sehingga harus ada mekanisme untuk mengtahui berapa surplus atau

defisit dari transaksi tersebut.

Sebagai alternatifnya maka transaksi penghapusan aset tetap yang

diproses pada Aplikasi SIMAKBMNharus dapat memberikan informasi aset

yang dihapus dan sekaligus dilakukan penjualan. Sebagai misal Aset berupa

Peralatan dan mesin dengan nilai Rpl.OOO.OOO,-danAkumulasi Penyusutan

Rp900.000,- sehingga nilai bukunya RplOO.OOO,- dijual dengan harga

Rp500.000,- atas transaksi tersebut maka Aplikasi SIMAK BMN harus

memodifikasi transaksi penghapusan dengan penjualan, sehingga dari

Simak BMN akan mampu menghasilkan jurnal sebagai berikut:

BABVII

KOMPLEKSITASPENGAKUANPENDAPATANDANBEBANAKRUAL

A. PENDAPATANPENJUALANASET

Jurnal Aset digunakan sebelum aplikasi SIMAK-BMNtermasuk Aplikasi

persediaan dilakukan modifikasi. Sehingga pada Aplikasi SAIBA cara

perekaman transaksi yang berkaitan dengan perolehanj pelepasan aset dicatat

sebagaimana di atas. Bila Aplikasi SIMAK-BMNdimodifikasi maka jurnal Aset

di atas dibentuk dari ADK kiriman Aplikasi SIMAK-BMNyang diterirna pada

Aplikasi SAIBA.

Aset Tetap

Pendapatan rampaaan / sitaan
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Piutang yang tak tertagih sudah dilakukan penyesuaian berdasarkan

umur piutang, semakin lama umur jatuh tempo piutang tak tertagih maka

semakin besar nilai yang disanksikan tak tertagih, sehingga beban

penyisihan semakin besar disajikan dalam Laporan Operasional. Apabila

suatu saat piutang yang sudah dilakukan penyisihan dalam akun

penyisihan piutang tak tertagih atau bahkan telah dilakukan

penghapusbukuan ternyata diterima kembali pembayarannya perlu

diidentifikasi bagaimana pengaruhnya pendapatan dalam LO.

B. PENDAPATANATASRECOVERYPIUTANGTAKTERTAGIH

. ..... I

xxxSurplus Penjualan
I Aset Tetapy Lainnya.

xxxPeridapatarr LRA

Ditedma dari eutitas
Lain

xxxxxxUtang kepada

KUN

Setelah dilakukan penjualan, maka dapat dikatakan hasil penjualan aset

yang sudah dihapuskan terse but merupakan surplus atas penjualan aset,

sehingga dapat dicatat sebagai berikut:

xxxAset Tetap ZLainnya

xxxAkumulasi
Penyursutari

Namun dernikian pada umumnya penghapusan aset dilakukan setelah

masa manfaat ekonominya habis atau nilai bukunya sudah RpO,-. Oleh karena

itu sebagai alterriatif dapat dilakukan pencatatan saat penghapusan aset tetap

sebagai berikut:

, 400.000Surplus Atas
Pe,I."l.jualan Asel:

Aset Tetap

Pen'J"u,:;utan
500.000 Aktnnulasi 900.000Pendapa,t;t;:l,n

PNBP

1.000.000

soo.OOO500.000 Diterirnadari
Enti tas Lain

Utang Kepada
KUN
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Terhadap kehilangan aset pemerintah apabila masih memiliki nilai buku

maka aset tersebut dikeluarkan dari neraca dan selisihnya diakui sebagai

kerugian (defisit). Pengakuan dapat diakui sesegera mungkin setelah aset

terse but dinyatakan hilang, dengan adanya bukti seperti surat keterangan

kehilangan dari kepolisian. Pengakuan kerugian aset yang hilang tidak

harus ditandai dengan adanya surat keputusan penghapusan. Sesuai

aturan pengguna barang mengusulkan penghapusan barang yang hilang

tersebut, dan mengeluarkan dari aset tetap, dan dibuatkan daftar barang

yang hilang sambil menunggu persetujuan penghapusan dari pengelola

C. ASETYANGHILANGDANTUNTUTANGANTIRUGI

Karena piutang telah dihapuskan maka penenmaan tersebut tidak

mempengaruhi akun piutang.

xxxPerrclapa.tan LOxxx
Lairinya

Perid ape.ta.n PNBP

xxxDiterima dari
Entitas Lain

Utang kepada
KUN

Dengan pelunasan tersebut kartu piutang atas nama debitur yang

bersangkutan dapat ditutup.

2. Penerimaan Pelunasan Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Bila piutang telah dihapusbukukan kemudian diterima pelunasannya,

maka terhadap penerimaan pelunasan tersebut diakui sebagai pendapatan

LRAdan diakui sebagai pendapatan LO. Sehingga jurnal yang dibuat adalah

sebagai berikut:

Piut::;·u;g xxx.
.i._._ _.._ .

Tak Tertagih.

xxx Pendapatan LC)

Pt:~nyi$ib.;::).n,Ph It-HT1[~ ~x

xxx
1·--···.;.·__·__ ···_···········__··_··········_·_····_··_.+-_ _ _ j _ _-+ _ _ _.._ _._ _._ _ _..-
Pendapatan PNBP
.Lainnya

xxx

J~nt-it;;_ISLail~

1. Piutang telah dicadangkan penyisihannya tetapi belum dihapusbukukan.

Bila piutang telah dicadangkan penyisihan tak tertagihnya kemudian

diterima pelunasannya, maka terhadap penerimaan pelunasan tersebut

diakui sebagai pendapatan LRA dan diakui sebagai Pendapatan LO

dengan jurnal sebagai berikut:

- 46-



xxx

J

;:Kompcriea ai a tas
);penyclesaia n

! ker'ugian ncgara

Apabila dikemudian hari ditetapkan pihak yang harus mengganti kerugian

atas hilangnya aset maka diakui sebagai pendapatan dari kegiatan non

operasional (pendapatan atas penyelesaian kerugian negara) dan akun

pasangan piutang tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi. Sehingga

jurnal yang dibuat sebagai berikut:

200 jutaAset tetap

140 jutaKerugian
Pelepasan Aset

Sebagai contoh Aset Kendaraan bermotor roda 4 Nomor B 2341 CS dinyatakan

hilang pad a tanggal 5 Juni 2015. Nilai perolehan aset terse but sebesar

Rp200.000.000,- dan akumulasi penyusutan sebesar Rp60.000.000,-. Atas

kejadian tersebut berarti terdapat nilai buku sebesar Rp140.000.000,-. Atas

kehilangan tersebut dicatat sebagai berikut:

xxxAset tetap

Beban Kerugian :A'XX

Pelepn aan Aset

Penyusutan

barang.Hal ini dalam rangka penerapan prinsip conservatism. Jadi kerugian

diakui pada saat aset dinyatakan hilang dan dikeluarkan dari aset tetap.

Sehingga secara akuntansi pada saat pengakuan kehilangan tersebut

dicatat dengan mendebet akun akumulasi penyusutan dan beban kerugian

pelepasan aset, mengkredit akun aset tetap. Jurnal yang dibuat sebagai

berikut:
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pcnyeiesaian
kcrugian negara.

50 ju ca •. }{oIDpensasi ats.s
pcnyelesaian

l.:cn.lgian. riege.ra

entitas lain

Transaksi aset yang hilang dengan tuntutan ganti rugi tidak selalu

berpasangan, keduanya dapat berkaitan atau berdiri sendiri. Pada contoh di

atas transaksi berkaitan.Namun demikian penyajiannya tidak dilakukan

offsetting (diselisihkan) .Tetapi disajikan masing-masing sebagai Pendapatan

dan beban dari kegiatan non operasional.

Contoh lain adalah tuntutan ganti rugi yang tidak didahului dengan

hilangnya aset finansial, yaitu Ganti rugi biaya pendidikan. Seorang pegawai

mendapatkan beasiswa tugas belajar jenjang S2. Setelah selesai kuliah,

pegawai yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.

Atas pengunduran diri tersebut yang bersangkutan ditetapkan mengganti

biaya pendidikan sebesar Rp50.000.000,- secara tunai. Atas transaksi tersebut

bila dibayar tunai dicatat sebagai berikut:

3 jutapendapatan atas
penyelesaian
kerugian ncgara

.3 juta Piutang TP/TOR

I
I entitas lain

Apabila terdapat pelunasan atas Piutang TP TGR terse but dengan SSBP

sebesar Rp3.000.000,- dicatat sebagai berikut:

Komperieaei atas
penyelesaian
ker-ugiari riegara.

60 juta

60 jutaI Plutarig TP/1'01".

Sebagai contoh Kehilangan kendaraan roda 4 di atas ditetapkan dengan Surat

Keputusan Pembebanan kepada Sdr. Palipu sebesar Rp60.000.000,- dengan

cara mengangsur sebanyak 20 kali @ Rp3.000.000,-.
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Kejadian yang diungkapkan eli atas maupun belum diungkapkan

dalam bab ini merupakan kompleksitas pengakuan pendapatan dan

beban menurut basis akrual yang perlu dirumuskan dalam kebijakan
akuntansi agar terdapat keseragamandalamperlakuan akuntansinya.

E. LAIN-LAIN

Transaksi antar entitas apabila kedua entitas tersebut laporan

keuangannya akan dikonsolidasikan maka penerimaan tersebut tidak

diakui sebagai pendapatanjbeban operasional, tetapi disajikan dalam
laporan perubahan ekuitas. Apabila laporan keuangan entitas pemberi

dan entitas penerima tidak akan dikonsolidasi maka atas pengiriman

tersebut dianggap sebagaipendapatanbeban operasional.

Ada kalanya suatu entitas memberikanbarang persediaan atau aset

tetap kepada entitas lain dalam lingkup kementerian Perhubungan antar

KjLatau antara KjLdenganpemda atau entitas luar.

D. TRANSAKSI NON KAS ANTAR ENTITAS

Apabila pegawai yang bersangkutan tidak membayar tunai maka dicatat

terlebih dahulu sebagaipiutang TP jTGR.
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